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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 Laporan  Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) lnspektorat Kabupaten 

Purworejo Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja 

pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan ini menyajikan 

capaian kinerja atas perjanjian kinerja lnspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 

2024. lnspektorat Kabupaten Purworejo memiliki 2 sasaran strategis dengan 2 

indikator kinerja sasaran strategis yang harus dicapai. 

  Hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target kinerja tersebut, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;  

2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;  

3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target; dan  

4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.  

 Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-

masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja lnspektorat 

Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Sasaran 

Realisasi 

2023 

2024 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

1 Terwujudnya 

Peningkatan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Tingkat 

Maturitas 

SPIP  

3,309 3,310 3,317 100,21% 

2 Meningkatnya  

Kualitas  

Pelayanan 

Publik 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

84,33 83,50 83,97 100,56% 

 

 Kinerja Keuangan lnspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 

menunjukkan realisasi sebesar Rp14.251.962.637,00 atau 94,04% dari total 

pagu anggaran sebesar Rp15.155.568.897,00. Capaian kinerja lnspektorat 

Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini diharapkan dapat terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan 

harapan tersebut.  



 
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan  

Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) lnspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 

2024. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas 

kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024.  

Penyusunan Laporan  Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) lnspektorat 

Kabupaten Purworejo Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, 

alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja pada lnspektorat Kabupaten 

Purworejo. Kinerja lnspektorat Kabupaten Purworejo diukur atas dasar penilaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan 

pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja lnspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024. 

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan 

Kinerja lnspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini, diharapkan dapat 

terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, 

dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan 

lnspektorat Kabupaten Purworejo pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat 

mendukung kinerja lnspektorat Kabupaten Purworejo secara keseluruhan dalam 

mewujudkan Good Governance, dan Clean Government. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan publik dari waktu ke waktu bersamaan dengan meningkatnya 

tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang 

terus berlangsung dengan sendirinya juga memberi konsekuensi pada 

peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan 

potensi sumber daya yang dimiliki daerah seperti Kabupaten Purworejo maka 

tantangan yang dihadapi menjadi semakin terasa berat. 

Sementara itu seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran 

politik masyarakat bersaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, 

maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) 

semakin mengemuka. Untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai 

perubahan dalam masyarakat dan lingkungan nasional maupun internasional 

yang begitu cepat, maka menjadi keharusan bagi daerah untuk semakin 

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan dan pembangunan agar dapat mewujudkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta 

tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan perubahan 

paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar 

Pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan 

mengacu pada prinsip good governance. LKjIP Inspektorat Kabupaten 

Purworejo ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-

prinsip good governance tersebut. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.2.1 Maksud 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Inspektorat Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan 

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat 

Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis 

Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam 
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RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra 

Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. 

1.2.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah : 

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat 

yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya 

dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo. 

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat 

Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja. 

1.3 Profil Organisasi 

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi  

Berdasarkan peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Tugas dan Fungsi Inspektorat 

Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: 

a. Tugas  

Inspektorat Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati 

dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan 

pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, 

Inspektorat menyelenggarakan fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya; 

3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat; 
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4) Pelaksanaan pendampingan dan asistensi; 

5) Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

6) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

7) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

8) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsi. 

c. Struktur Organisasi 

Sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi 

Inspektorat Kabupaten Purworejo terdiri dari : 

1) Inspektur; 

2) Sekretariat; 

3) Inspektur Pembantu I; 

4) Inspektur Pembantu II; 

5) Inspektur Pembantu III; 

6) Inspektur Pembantu IV; 

7) Inspektur Pembantu V; dan 

8) Jabatan Fungsional. 

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat selengkapnya terdapat 

dalam Bagan 1 sebagai berikut. 
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Bagan 1.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2022. 

 

1.3.2 Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang 

pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas 

dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. 

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai Inspektorat Kabupaten 

Purworejo dalam dokumen Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban 

Kerja Iidealnya adalah 164 orang, jumlah pegawai yang ada 62 orang 

atau 37,81% sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 

102 orang atau 62,19%.  

Penjelasan terkait personel SDM yang ada per 31 Desember 2024 

sebanyak 62 orang dengan komposisi sebagai berikut: 

INSPEKTUR 

 

SEKRETARIAT 

 

Jabatan 

Fungsional 

SUBBAGIAN 

PERENCANAAN 
SUBBAGIAN 

EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUBBAGIAN UMUM 

KEPEGAWAIAN DAN 

KEUANGAN 

INSPEKTUR 

PEMBANTU V 

 

INSPEKTUR 

PEMBANTU V 

 

INSPEKTUR 

PEMBANTU V 

 

INSPEKTUR 

PEMBANTU V 

 

INSPEKTUR 

PEMBANTU V 

 
Jabatan 

Fungsional yang 

melaksanakan 

fungsi 

pengawasan 

 

Jabatan 

Fungsional yang 

melaksanakan 

fungsi 

pengawasan 

 

Jabatan 

Fungsional yang 

melaksanakan 

fungsi 

pengawasan 

 

Jabatan 

Fungsional yang 

melaksanakan 

fungsi 

pengawasan 

 

Jabatan 

Fungsional yang 

melaksanakan 

fungsi 

pengawasan 
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a. Komposisi personel SDM riil saat ini berdasar Jenjang Pendidikan 

Tabel 1.1 

Komposisi Personel SDM Berdasar Jenjang Pendidikan 

No Jenjang Pendidikan 
Jumlah  
(Orang) 

1 S-2/Pascasarjana 15 Orang 

2 S-1/Sarjana 37 Orang 

3 D-III/Diploma III 4 Orang 

4 D-I/D-II 0 Orang 

5 SLTA 6 Orang 

6 SLTP 0 Orang 

 Jumlah 62 Orang 

b. Perbandingan Kebutuhan Personel dengan Kondisi Personel SDM 

riil saat ini berdasarkan Jabatan 

Tabel 1.2 

Perbandingan Kebutuhan Personel dengan Kondisi Personel SDM 

No Jabatan  
Jumlah 

Saat 
Ini 

Kebutuhan 
berdasarkan 
Anjab ABK 

Keku-
rangan 

  Jabatan Struktural       

1 Inspektur 1 1 0 

2 Sekretaris 1 1 0 

3 Inspektur Pembantu 5 5 0 

4 Kasubbag 
Perencanaan 

1 1 0 

5 Kasubbag Evaluasi 
dan Pelaporan 

1 1 0 

6 Kasubbag Umum 
Kepegawaian dan 
Keuangan 

1 1 0 

  Jabatan Fungsional 
Auditor 

      

1 Auditor Ahli Utama 0 1 1 

2 Auditor Ahli Madya 5 6 1 

3 Auditor Ahli Muda 5 18 13 

4 Auditor Ahli Pertama 13 18 5 

5 Auditor Penyelia 0 4 4 

6 Auditor Mahir 0 5 5 

7 Auditor Terampil 1 9 8 



6 
 

 

No Jabatan  
Jumlah 

Saat 
Ini 

Kebutuhan 
berdasarkan 
Anjab ABK 

Keku-
rangan 

  Jabatan Fungsional 
PPUPD 

      

1 PPUPD Ahli Madya 6 8 2 

2 PPUPD Ahli Muda 5 14 9 

3 PPUPD Ahli Pertama 1 21 20 

  Jabatan Fungsional 
Lainnya 

      

1 Analis Perencana 1 1 0 

2 Analis Perencana 
Anggaran 

1 1 0 

3 Pengelola Bahan 
Perencanaan 

0 1 1 

4 Pengelola Program 
dan Kegiatan 

0 1 1 

5 Analis Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 

1 1 0 

6 Analis Monitoring dan 
Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran 

1 1 0 

7 Pengelola Pelaporan 
dan Evaluasi 
Pelaksanaan 
Kegiatan APBD 

0 1 1 

8 Pengelola Monitoring 
dan Evaluasi 

0 1 1 

9 Pengelola Data 
Perencanaan dan 
Penganggaran 

0 1 1 

10 Pranata Komputer 
Terampil 

1 1 0 

11 Bendahara 0 1 1 

12 Penata Laporan 
Keuangan 

1 1 0 

13 Pengelola Gaji 0 1 1 

14 Verifikator Keuangan 1 1 0 

15 Pengelola Barang 
Milik Negara 

0 1 1 

16 Pengelola 
Kepegawaian 

1 1 0 

17 Pengadministrasi 
Persuratan 

1 1 0 

18 Pengadministrasi 
Sarana dan 
Prasarana 

1 1 0 
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No Jabatan  
Jumlah 

Saat 
Ini 

Kebutuhan 
berdasarkan 
Anjab ABK 

Keku-
rangan 

19 Pengadministrasi 
Keuangan 

1 1 0 

20 Pengemudi 1 1 0 

21 Jabatan Fungsional 
Arsiparis Pelaksana 

0 1 1 

22 Jabatan Fungsional 
Arsiparis Mahir 

0 1 1 

23 Jabatan Fungsional 
Pranata Komputer 
Mahir 

0 1 1 

24 Analis Pengawasan 0 5 5 

25 Analis Audit 0 5 5 

26 Analis Laporan Hasil 
Pengawasan 

1 5 4 

27 Analis Laporan Hasil 
Audit 

1 5 4 

28 Pengelola 
Pengawasan 

0 5 5 

29 Pengadministrasi 
Umum 

2 2 0 

  Jumlah 62 164 102 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai 

Inspektorat belum memenuhi kebutuhan jumlah pegawai 

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Atas kekurangan personel SDM tersebut, setiap tahun Inspektorat 

Kabupaten Purworejo telah mengupayakan pemenuhan 

kekurangan pegawai, terakhir  dengan mengusulkan kepada Bupati 

Purworejo c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia  Kabupaten Purworejo melalui Surat Plt. 

Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 800.1/1245/2024 Tanggal 

10 Juni 2024 perihal Permohonan Tambahan Pegawai. Surat 

tersebut telah mendapat jawaban/tanggapan melalui Surat Kepala 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  

Kabupaten Purworejo Nomor 800.1.3.1/8172/2024 Tanggal 26 Juni 

2024 perihal Jawaban Permohonan Tambahan Pegawai yang garis 

besar isinya adalah belum bisa dipenuhinya permohonan tambahan 

pegawai tersebut. Atas keterbatasan jumlah pegawai dan belum 

dipenuhinya kebutuhan jumlah pegawai oleh Pemerintah Daerah, 
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Inspektorat dalam setiap kegiatan pengawasan melakukan analisis 

risiko. Analisis risiko ini digunakan untuk memilih kegiatan 

pengawasan terhadap obyek pemeriksaan yang memiliki tingkat 

risiko tinggi.  

1.3.3 Sumber Daya Anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo 

Sumber daya anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo 

mendapatkan alokasi khusus dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

Hal ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam 

peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penguatan 

Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah 

Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan 

kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan 

dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 

a. Kegiatan Pengawasan, yaitu: 

1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan 

dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan 

pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

dan/atau pemeriksa kinerja; 

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana 

keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja 

pemerintah daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat 

daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD; 

3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;  

4) reviu laporan keuangan;  

5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu 

laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang 

berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; 
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6) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan 

integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan 

survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan 

kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat 

(legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat 

umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, 

asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi 

pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi 

nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan 

supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang 

dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan 

liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian 

kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam 

penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi 

korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil 

pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 

b. Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, 

maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan 

manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan 

profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta 

bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per 

APIP; 

c. Sarana dan prasarana pengawasan antara lain seperti laptop, alat 

pengukur beton dan lain-lain. 

d. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan 

publik dan mendukung terwujudnya Clean Government, untuk 

menunjang kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) 

kabupaten/kota. 

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub 

kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah 

Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan 

besaran dari Total Belanja Daerah, dengan klarifikasi Pemerintah 

Daerah dengan Total Belanja Daerah di atas Rp2.000.000.000.000,00 
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(dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh 

persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000 (lima 

belas miliar rupiah). 

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah 

mengalokasikan Anggaran Pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten 

Purworejo sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 

tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2024 

NO URAIAN JENIS BELANJA 
ANGGARAN  

TA 2024 
(Rp) 

I Belanja Operasi  

1 Belanja Pegawai 9.406.041.601,00 

2 Belanja Barang dan Jasa 5.592.938.996,00 

 Jumlah Belanja Operasi 14.998.980.597,00 

II Belanja Modal  

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.879.800,00 

2 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 

jaringan  

9.708.500,00 

 Jumlah Belanja Modal 156.588.300,00 

 JUMLAH BELANJA (I+II) 15.155.568.997,00 

Sumber  : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2024. 

Penggunaan/pengalokasian anggaran Inspektorat Kabupaten 

Purworejo Tahun 2024 sebagaimana dalam amanat Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 

Uraian Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Tahun 2024 

NO URAIAN JUMLAH (Rp) 

1.  Kegiatan Pengawasan Internal 1.434.252.216,00 

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 1.364.266.400,00 

3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas 

SDM APIP 

1.513.791.800,00 

4. Pengadaan Sarana Prasarana 156.588.300,00 

5. Dukungan adminstrasi pengawasan 

(administrasi umum, administrasi 

kepegawaian, gaji dll) 

10.686.670.281,00 

 Jumlah 15.155.568.997,00 

 

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah 

1.4.1. Aspek Strategis  

Visi Bupati Purworejo dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah “Purworejo 

Berdaya Saing 2025.” Visi ini diturunkan kedalam 5 (lima) Misi yang 

selanjutnya disebut Panca Daya Saing yaitu: 

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam 

arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang 

berbasis pada religiusitas masyarakat. 

2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang 

sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industry. 

3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis 

UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni 

budaya. 

4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance. 

5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang 

didukung kemajuan teknologi informasi. 
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Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kabupaten Purworejo mendukung 

Misi 4 yaitu “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”. Misi ini 

memiliki tujuan untuk mewujudkan “Tata Kelola Kelembagaan Berkelas 

Dunia” yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi 

Birokrasi (IRB). Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:  

1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel yang diukur 

melalui indikator nilai Maturitas SPIP, Opini Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), dan nilai SAKIP;  

2. Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel yang diukur melalui indikator 

Indeks Profesionalitas ASN;  

3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima yang diukur melalui 

indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daera 

(IID). 

Tata kelola kelembagaan berkelas dunia yang didukung dengan 3 (tiga) 

sasaran tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam 

implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Sistem birokrasi dan 

pelayanan publik yang dinamis, efektif, efisien, dan terbuka dalam 

menyerap partisipasi dan aspirasi publik menjadi kondisi yang ingin 

diwujudkan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Purworejo 

Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat daerah 

khususnya dalam pemenuhan Indikator Nilai Maturitas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Beberapa peran strategis 

dalam mendukung indikator Nilai Maturitas SPIP adalah sebagaimana 

dimaksud dibawah ini: 

1. Pengawasan Internal 

Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk 

memastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pengawasan ini meliputi aspek administratif, keuangan, dan 

kinerja. 
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2. Pencegahan dan Deteksi Penyimpangan 

Inspektorat berperan dalam mencegah penyimpangan, korupsi, 

kolusi, dan nepotisme melalui Audit, Reviu, Evaluasi, 

Monitoring/Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya. Inspektorat 

juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu/khusus/investigasi jika ditemukan indikasi adanya 

pelanggaran. 

3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi 

Inspektorat berperan membantu menciptakan lingkungan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan 

memastikan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai standar. 

Inspektorat juga melakukan pendampingan dan pembinaan 

terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. 

4. Evaluasi Program dan Kinerja 

Inspektorat berperan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan 

pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah sesuai 

dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat 

memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi 

yang dilaksanakan. 

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Inspektorat berperan menindaklanjuti laporan atau pengaduan 

dari masyarakat terkait penyimpangan yang dilakukan oleh 

aparatur pemerintah daerah. Inspektorat memberikan 

rekomendasi atau tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi atas 

aduan yang dimaksud. 

6. Koordinasi dengan Aparat Pengawas Eksternal maupun APIP 

Lainnya 

Inspektorat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) selaku Pengawas Eksternal dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal 

Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan 
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lembaga pengawas lainnya untuk memastikan sinergi dalam 

pengawasan. 

7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan kepada 

aparatur pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan 

kompetensi dan integritas 

Dengan peran-peran tersebut, Inspektorat menjadi salah satu pilar 

penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

profesional di tingkat daerah. 

1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah  

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan 

pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih 

dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan 

untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan 

dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis 

yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program 

prioritas Inspektorat. Isu strategis yang muncul adalah “Belum 

optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Implementasi 

program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi seluruh OPD, 

meningkatkan kapasitas kelembagaan Internal Audit Capability Model 

(IACM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo”. 

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas 

Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat 

selama Tahun 2023, menjadikan tantangan dan peluang dalam 

meningkatkan pelayanan Inspektorat baik yang berasal dari kondisi 

internal maupun kondisi eksternal antara lain : 

1. Kondisi Internal 

a. Masih lemahnya penerapan pengawasan secara berkala pada 

Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purworejo; 

b. Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat; 

c. Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat 

pengawasan internal dan eksternal; 
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d. Mendorong peningkatan penerapan SPIP pada Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; 

e. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak 

lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal; 

f. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak 

pidana korupsi; 

g. Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan; 

h. Mengawal pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah; 

i. Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang 

berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah; 

j. Meningkatkan sarana teknologi dan system informasi untuk 

pengembangan mekanisme Pengawasan; 

k. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit; 

l. Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar audit risk 

based; 

m. Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima. 

2. Kondisi Eksternal 

a. Adanya support dari Pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan 

maupun fasilitas untuk menunjang peran dan kedudukan 

Inspektorat. 

b. Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purworejo. 

c. Semakin tingginya tuntutan dan peran Inspektorat dalam 

mengawal kebijakan pemerintah pusat antara lain KPK, BPK, 

LKPP maupun kementerian dan Lembaga teknis lainnya. 

d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang 

tidak dapat lepas dari peran Inspektorat dalam melaksanakan 

pengawasan dan pembinaan. 
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e. Antisipasi dampak keterbatasan kemampuan keuangan 

Daerah namun tetap menuntut Inspektorat tetap melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara memadai. 

1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP Inspektorat Purworejo 

1. Bab I  : Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, profil 

organisasi (tugas pokok fungsi, sumber daya manusia, 

sumber daya anggaran), aspek strategis organisasi (aspek 

strategis dan isu strategis, serta sistematika penulisan LKjIP. 

2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. 

Berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja 

Perangkat Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan 2024, 

Struktur Program dan Sub Kegiatan 2024, Perjanjian Kinerja 

tahun 2024, Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023 dan Instrumen 

Pendukung Kinerja. 

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja 

Berisi tentang analisis capaian kinerja Inspektorat Purworejo 

2024, dan realisasi anggaran yang digunakan untuk 

mewujudkan kinerja, Inovasi dan Penghargaan yang 

diperoleh Inspektorat Kabupaten Purworejo selama 2024. 

4. Bab IV : Penutup 

Berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja dan 

Rencana Tindak Lanjut perbaikan. 

5. Lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perencanaan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

merupakan awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu 

menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada 

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah 

akan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan 

kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

Penyusunan LKjiP Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini mengacu 

pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 

2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk jangka 

waktu 5 tahun yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi 

program kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman bagi seluruh 

aparat Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya di bidang 

pengawasan. Acuan utama dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo 

adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif 

Bupati/Wakil Bupati terpilih. Hal ini berarti bahwa LKjiP Inspektorat Kabupaten 

Purworejo Tahun 2024 merupakan pengukuran Tahun Keempat dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 

2021-2026. 

2.1. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu 

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah 

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur, 

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksankan dalam jangka 

waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan 

dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana 

untuk mengevaluasi pilihan tersebut. 
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Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan 

dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) Tahun 

mendatang. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Purworejo Tahun 2021-2026 sebanyak 17 sasaran strategis. 

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo yang tercantum 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat 

Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, adalah : 

Table 2.1 

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo 

Sumber : Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-

2026 (Perubahan Ketiga) 

 

 

No 
Tujuan 

Perangkat 
Daerah 

Sasaran 
Perangkat 

Daerah 

Indikator 
Tujuan/ 
Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran 
Perangkat Daerah 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik  
dan birokrasi 
yang bersih 
melalui 
pengawasan 
internal yang 
berkualitas 

  Nilai Area 
Penguatan 
Pengawasan 

2,87 2,90 2,93 2,97 3,00 

    Terwujudnya 
Peningkatan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern  

Tingkat 
Maturitas 
SPIP  

3,075 3,100 3,130 3,170 3,50 

2 Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 

  Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Perangkat 
Daerah 

81,50 82,70 83,00 83,50 84,00 

    

Meningkatnya  
Kualitas  
Pelayanan 
Publik 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 
Perangkat 
Daerah 

81,50 82,70 83,00 83,50 84,00 
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2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024 

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang 

bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan 

strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan 

sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan. 

2.2.1. Strategi  

Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, 

Inspektorat telah menetapkan strategi yang selaras dengan strategi 

Pemerintah Kabupaten Purworejo.  Strategi yang ditetapkan 

Inspektorat adalah:  

a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan 

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purworejo;  

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang 

fasilitasi pengawasan; 

c. Optimalisasi peran APIP dalam consulting dan anticorruption 

activity melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, 

pencegahan korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah. 

e. Meningkatkan  kapasitas kelembagaan APIP sesuai Internal 

Audit Capacity Model (IACM) 

2.2.2. Arah Kebijakan 

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang 

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

mengembangkan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna 

tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan 

dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat 

Kabupaten Purworejo sebagaimana tersebut dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah  

Inspektorat Kabupaten Purworejo 

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025 

MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) 

Tujuan 
Perangkat 

Daerah 

Sasaran 
Perangkat 

Daerah 

Strategi Perangkat 
Daerah 

Arah Kebijakan Perangkat 
Daerah 

Terwujudnya tata 
kelola 
pemerintahan 
yang baik  dan 
birokrasi yang 
bersih melalui 
pengawasan 
internal yang 
berkualitas 

Terwujudnya 
Peningkatan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern  

a. Optimalisasi 
penyelenggaraan 
Pengawasan 
Internal dan 
Pengawasan 
dengan Tujuan 
Tertentu di 
lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Purworejo; 

a. Melaksanakan 
pengawasan secara 
berkala pada OPD, 
BUMD dan Desa di 
lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo; 

  b. Penyelesaian kasus 
pengaduan masyarakat; 

  c. Pelaksanaan kerja sama 
bidang pengawasan 
dengan aparat 
pengawasan internal dan 
eksternal; 

  d. Mendorong peningkatan 
penerapan SPIP pada 
OPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten 
Purorejo; 

  e. Melakukan monitoring 
dan percepatan 
penyelesaian tindak lanjut 
hasil Pengawasan 
internal dan eksternal; 

  f. Pelaksanaan koordinasi 
dalam upaya pencegahan 
tindak pidana korupsi; 

  g. Pemberian layanan 
konsultasi bidang 
pengawasan. 

b. Perumusan 
kebijakan teknis 
dibidang 
pengawasan dan 
bidang fasilitasi 
pengawasan; 

Perumusan kebijakan teknis 
dibidang pengawasan dan 
bidang fasilitasi 
pengawasan; 

  1. Penyusunan 
perencanaan 
pengawasan; 

  2. Penyusunan Program 
Kerja Pengawasan 
Tahunan; 
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VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025 

MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) 

Tujuan 
Perangkat 

Daerah 

Sasaran 
Perangkat 

Daerah 

Strategi Perangkat 
Daerah 

Arah Kebijakan Perangkat 
Daerah 

  3. Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur; 

  4. Mengoptimalkan 
penerapan kendali mutu 
audit; 

  5. Fasilitasi Pengawasan 
yang melibatkan pihak 
lain. 

c. Optimalisasi peran 
APIP dalam 
consulting dan 
anticorruption 
activity melalui 
pendampingan 
dan asistensi 
reformasi 
birokrasi, 
pencegahan 
korupsi, dan 
penegakan 
integritas di 
lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Purworejo. 

Optimalisasi peran APIP 
dalam consulting dan 
anticorruption activity melalui 
pendampingan dan asistensi 
reformasi birokrasi, 
pencegahan korupsi, dan 
penegakan integritas di 
lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purworejo. 

  - Penyusunan 
perencanaan 
pengawasan; 

  - Penyusunan Program 
Kerja Pengawasan 
Tahunan; 

  - Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur; 

  - Mengoptimalkan 
penerapan kendali mutu 
audit; 

  - Fasilitasi Pengawasan 
yang melibatkan pihak 
lain. 

d. Mendorong 
terselenggaranya 
Sistem 
Pengendalian 
Intern Pemerintah 
pada masing-
masing Perangkat 
Daerah; 

1. Mendorong 
terselenggaranya Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah pada masing-
masing Perangkat 
Daerah. 
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VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025 

MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) 

Tujuan 
Perangkat 

Daerah 

Sasaran 
Perangkat 

Daerah 

Strategi Perangkat 
Daerah 

Arah Kebijakan Perangkat 
Daerah 

  2. Pendampingan 
penerapan SPIP pada 
OPD di lingkungan Pem 
erintah Kabupaten 
Purworejo 

  - Pelaksanaan audit 
kinerja; 

  - Penerapan manajemen 
resiko; 

  - Perencanaan 
pengawasan berbasis 
resiko; 

  - Melakukan prioritas 
pengawasan dengan 
berdasar  risk based 
audit. 

  - Pengembangan 
kapasitas dan 
kompetensi yang 
berkesinambungan bagi 
Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah;   

  - Meningkatkan sarana 
teknologi dan sistem 
informasi untuk 
pengembangan 
mekanisme Pengawasan. 

  - Penyelenggaraan 
layanan internal 
Inspektorat yang prima. 

e. Meningkatkan  
kapasitas 
kelembagaan 
APIP sesuai 
Internal Audit 
Capacity Model 
(IACM) 

Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan APIP sesuai 
Internal Audit Capability 
Model (IACM); 

 - Pelaksanaan audit kinerja 

  - Penerapan manajemen 
resiko; 

  - Perencanaan 
pengawasan berbasis 
resiko; 

  - Melakukan prioritas 
pengawasan dengan 
berdasar  risk based 
audit. 
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VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025 

MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) 

Tujuan 
Perangkat 

Daerah 

Sasaran 
Perangkat 

Daerah 

Strategi Perangkat 
Daerah 

Arah Kebijakan Perangkat 
Daerah 

  - Pengembangan 
kapasitas dan 
kompetensi yang 
berkesinambungan bagi 
Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah;   

  - Meningkatkan sarana 
teknologi dan sistem 
informasi untuk 
pengembangan 
mekanisme Pengawasan. 

  - Penyelenggaraan 
layanan internal 
Inspektorat yang prima. 

Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 

Meningkatnya  
Kualitas  
Pelayanan 
Publik 

Peningkatan 
kualitas sistem dan 
aparatur pelayanan 
publik 

1. Meningkatkan pembinaan 
pelayanan publik 

2. Meningkatkan 
pemantapan 
kelembagaan perangkat 
daerah 

3. Meningkatkan 
pengelolaan penataan 
administrasi pelayanan 
publik 

 

2.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo pada 

Tahun 2024 dilaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.3 

Struktur Program Kegiatan Sub Kegiatan Inspektorat Tahun 2024 

No  
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Target 2024 

1 2 3 4 

  Unsur Pengawasan 
Urusan 
Pemerintahan 

15.155.568.897,00     

I PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

11.974.851.031,00 Persentase 
Pelaksanaan 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Kabupaten 

100% 
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No  
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Target 2024 

1 2 3 4 

1 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

27.317.200,00 Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

3  Dokumen 

  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

22.141.900,00 Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

19 dokumen 

  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

805.000,00 Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

16 laporan 

  Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

4.370.300,00 Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3 Laporan 

2 Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

9.411.159.301,00 Persentase 
layanan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

100% 

  Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

9.406.041.601,00 Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

64 
orang/bulan 

  Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

2.365.800,00 Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

12 Dokumen 

  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

2.227.900,00 Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

6 Laporan 
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No  
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Target 2024 

1 2 3 4 

  Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

524.000,00 Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 
dan Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD 

26 Laporan 

3 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

3.493.600,00 Persentase 
layanan 
Administrasi 
Barang Milik 
Daerah (BMD) 
pada Perangkat 
Daerah 

100% 

  Penyusunan 
Perencanaan 
Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

1.427.400,00 Jumlah Rencana 
Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

2 Dokumen 

  Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

2.066.200,00 Jumlah Laporan 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

2 Laporan 

4 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

1.616.742.100,00 Persentase 
layanan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

100% 

  Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

70.169.500,00 Jumlah Dokumen 
Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

1 Dokumen 

  Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

1.513.791.600,00 Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

120 Orang 

  Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

16.550.600,00 Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

130 Orang 

  Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

16.230.400,00 Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 

100 Orang 
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No  
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Target 2024 

1 2 3 4 

Perundang-
Undangan 

5 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

255.768.900,00 Persentase 
Layanan 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

100 % 

  Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

8.906.900,00 Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

1 Paket 

  Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

14.149.200,00 Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 

  Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

10.969.400,00 Jumlah Paket 
Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan 

3 Paket 

  Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

49.635.600,00 Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

12 Paket 

  Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

20.436.000,00 Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 

2 Paket 

  Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

1.332.000,00 Jumlah Dokumen 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

1 Dokumen 

  Penyediaan 
Bahan/Material 

19.540.000,00 Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang Disediakan 

1 Paket 

  Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

16.165.000,00 Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

12 Laporan 

  Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

95.598.400,00 Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

12 Laporan 

  Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

17.303.600,00 Jumlah Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada 
SKPD 

4 Dokumen 
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No  
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Target 2024 

1 2 3 4 

  Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

1.732.800,00 Jumlah Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

2 Dokumen 

6 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

144.080.000,00 Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Daerah yang 
Diadakan 

3 Jenis 

  Pengadaan Mebel 4.344.500,00 Jumlah Paket 
Mebel yang 
disediakan 

1 Unit 

  Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

121.113.800,00 Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

7 Unit 

  Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

18.621.700,00 Jumlah Unit Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit 

7 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

173.263.930,00 Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

3 Laporan 

  Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

150.000,00 Jumlah laporan 
Penyediaan jasa 
Surat Menyurat 

12 Laporan 

  Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

125.079.656,00 Jumlah laporan 
Penyediaan jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

12 Laporan 

  Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

48.034.274,00 Jumlah laporan 
Penyediaan jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

12 Laporan 

8 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

343.026.000,00 Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Dipelihara 

5 Jenis 
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No  
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Target 2024 

1 2 3 4 

  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

43.960.000,00 Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

1 unit 

  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

81.710.000,00 Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 

5 Unit 

  Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

48.400.000,00 Jumlah Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

68 Unit 

  Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

141.911.000,00 Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi 

1 unit 

  Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

27.045.000,00 Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabil
itasi 

26 Unit 

II PROGRAM 
PENYELENGGARA-
AN PENGAWASAN 

1.735.052.766,00 Persentase 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 
Internal 

100 % 

      Persentase 
penyelenggaraan 
pengawasan 
dengan tujuan 
tertentu 

100 % 

 1 Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

1.434.252.216,00 Jumlah Dokumen 
Hasil 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 
Internal 

7 Dokumen 

  Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

233.295.400,00 Jumlah Laporan 
Hasil Pengawasan 
Kinerja Pemerintah 
Daerah 

119 Laporan 



29 
 

 

No  
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Target 2024 

1 2 3 4 

  Pengawasan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 

215.616.200,00 Jumlah Laporan 
Hasil Pengawasan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 

137 Laporan 

  Reviu Laporan Kinerja 20.896.500,00 Jumlah Laporan 
Hasil Reviu 
Laporan Kinerja 

3 Laporan 

  Reviu Laporan 
Keuangan 

101.134.200,00 Jumlah Laporan 
Hasil Reviu 
Laporan Keuangan 

71 Laporan 

  Pengawasan Desa 309.468.216,00 Jumlah Laporan 
Hasil Pengawasan 
Desa 

83 Laporan 

  Kerja Sama 
Pengawasan Internal 

37.751.400,00 Jumlah 
Kesepakatan 
Pengawasan 
Internal yang 
Terbentuk 

3 
Kesepakatan 

  Monitoring dan 
Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 
BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

516.090.300,00 Jumlah Dokumen 
Hasil Monitoring 
dan Evaluasi 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK 
RI dan Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

6 Dokumen 

 2 Penyelenggaraan 
Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

300.800.550,00 Jumlah Laporan 
Hasil 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 
Dengan Tujuan 
Tertentu 

2 Laporan 

  Penanganan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah 

52.884.950,00 Jumlah Laporan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah 
yang Ditangani 

4 Laporan 

  Pengawasan dengan 
Tujuan Tertentu 

247.915.600,00 Jumlah Laporan 
Hasil Pengawasan 
Dengan Tujuan 
Tertentu 

115 Laporan 

III PROGRAM 
PERUMUSAN 
KEBIJAKAN, 
PENDAMPINGAN 
DAN ASISTENSI 

1.445.665.100,00 Persentase Hasil 
Perumusan 
Kebijakan Teknis 
Bidang 
Pengawasan dan 
Bidang Fasilitasi 
Pengawasan 

100 % 

      Persentase Hasil 
Pendampingan 
dan Asistensi 

100 % 

 1 Perumusan 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan 

81.396.700,00 Jumlah Dokumen 
Rekomendasi 
Perumusan 

2 Dokumen 
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No  
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Pagu Anggaran 

(Rp) 
Target 2024 

1 2 3 4 

dan Fasilitasi 
Pengawasan 

Kebijakan Teknis 
Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi 
Pengawasan 

  Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan 

72.356.500,00 Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang 
Pengawasan yang 
Disusun 

3 Rekomend
asi 

  Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Fasilitasi Pengawasan 

9.040.200,00 Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan Teknis di 
Bidang Fasilitasi 
Pengawasan yang 
Disusun 

3 Rekomend
asi 

 2 Pendampingan dan 
Asistensi 

1.364.268.400,00 Jumlah Laporan 
hasil 
Pendampingan 
dan Asistensi 

4 Laporan 

  Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

10.557.100,00 Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

6 Perangkat 
Daerah 

  Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

366.115.600,00 Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi, 
Verifikasi, dan 
Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

182 
Perangkat 

Daerah 

  Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

797.787.100,00 Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi serta 
Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Korupsi 

3 Kegiatan 

  Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi Penegakan 
Integritas 

189.808.600,00 Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi 
Penegakan 
Integritas 

165 
Perangkat 

Daerah 
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2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan 

atasannya. Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima 

amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus 

meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok 

ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian tujuan serta sasaran organisasi. 

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Dokumen 

Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Penetapan Perjanjian Kinerja antara Bupati 

Purworejo dengan Inspektur Kabupaten Purworejo berdasarkan Target 

Kinerja Sasaran di Tahun 2024 dalam dokumen sebagaimana tersebut diatas. 

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

Table 2.4 

Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Purworejo Tahun 2024 

No Sasaran Indikator Kinerja 

Target 

Kinerja Tahun 

2024 

1 Terwujudnya Peningkatan 

Sistem Pengendalian Intern  

 

Tingkat Maturitas SPIP  3,31 

2 Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

83,50 

 

No Program  Anggaran (Rp) Keterangan 

1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

11.974.851.031,00 
 

ABPD 

2 Program Penyelenggaraan 

Pengawasan 

1.735.052.766,00 
 

 

3 Program Perumusan Kebijakan, 
Pendampingan Dan Asistensi 

1.445.665.100,00 
 

 

 Jumlah 15.155.568.897,00  

 

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Purworejo dengan 

Bupati Tahun 2024. 
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2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023 

Dalam laporan kinerja Tahun 2023, terdapat saran atau rekomendasi untuk 

perbaikan kinerja tahun-tahun berikutnya. Saran atau rekomendasi dan tindak 

lanjut telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah sebagai 

berikut: 

Table 2.5 

Saran atau Rekomendasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Tahun 2023 

No Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 

1 Mengupayakan/mengu

sulkan kepada pihak-

pihak terkait 

pemenuhan SDM 

Pengawasan agar 

memenuhi dan sesuai 

dengan perhitungan 

formasi jabatan 

Telah mengusulkan kepada 

Bupati Purworejo c.q Kepala 

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  Kabupaten Purworejo 

melalui Surat Plt. Inspektur 

Kabupaten Purworejo Nomor 

800.1/1245/2024 Tanggal 10 

Juni 2024 perihal Permohonan 

Tambahan Pegawai 

Telah 

Ditindaklanjuti 

2 Melaksanakan 

pendampingan 

penyusunan 

manajemen risiko baik 

di tingkat perangkat 

daerah maupun 

pemerintah daerah 

serta melakukan 

evaluasi atas 

implementasi 

manajemen risiko pada 

seluruh perangkat 

daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten 

Purworejo 

Telah melaksanakan kegiatan 

pendampingan dan Evaluasi 

atas penyusunan MR pada 41 

Perangkat Daerah selama 

Tahun 2024.  

Tahun 2024 Inspektorat juga ikut 

dalam penyusunan dokumen 

Manajemen Risiko Strategis 

Pemerintah Kabupaten 

Purworejo 

Telah 

Ditindaklanjuti 
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No Saran/Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan 

3 Secara berkala dan 

rutin melakukan 

pemantauan dan 

evaluasi terhadap 

progress pemenuhan 

tindak lanjut Laporan 

Hasil Pemeriksaan dan 

mengupayakan status 

Selesai 100% 

Inspektorat telah pemantauan 

dan evaluasi terhadap progress 

pemenuhan tindak lanjut 

Laporan Hasil Pemeriksaan 

melalui: 

1. Kegiatan Pemantauan 

Tindak lanjut Hasil 

Pemeriksaan yang 

dilaksanakan secara rutin 

dan berkala setiap bulan. 

2. Rapat koordinasi 

Pengawasan Penyelesaian 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Inspektorat 

Kabupaten Purworejo yang 

dilaksanakan secara rutin 

dan berkala setiap bulan.  

Telah 

Ditindaklanjuti 

4 lnternalisasi dan 

memberikan 

pemahaman melalui 

kegiatan pendampingan 

dan konsultasi 

pentingnya SPIP dan 

Kapabilitas APIP dan 

mengupayakan 

pengimplementasian 

bukan hanya sekedar 

pemenuhan dokumen 

saja namun lebih pada 

subtansi. 

Inspektorat telah lnternalisasi 

dan memberikan pemahaman 

SPIP dan Kapabilitas APIP 

dengan: 

1. Sosialisasi rencana Penilaian 

Mandiri SPIP terintegrasi 

rutin setiap tahun sebelum 

dimulainya PM SPIP. 

2. Pengujian SPI dalam setiap 

jenis penugasan. 

3. Pelatihan Kantor Sendiri 

dengan Materi SPIP dan 

Kapabilitas APIP. 

Telah 

Ditindaklanjuti 

 

Selain tindak lanjut atas saran yang terdapat dalam LKjIP Inspektorat 

Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam table diatas, 

Inspektorat Kabupaten Purworejo juga telah menindaklanjuti catatan dalam 

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor B/242/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 

yang salah satu catatannya terkait dengan Inspektorat Kabupaten Purworejo 

yaitu bahwa Laporan Kinerja pada Level Perangkat Daerah belum cukup 

menyampaikan informasi yang memadai seperti membandingkan realisasi 
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kinerja dengan target beberapa tahun sebelumnya dan target Renstra. Atas 

catatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Purworejo telah menindaklanjuti 

dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target 

beberapa tahun sebelumnya dan target Renstra sebagaimana tertuang Tabel 

3.6 pada BAB III laporan ini. 

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 

Inspektorat Kabupaten Purworejo didukung tools atau alat untuk mendukung 

capaian kinerja antara lain: 

1. Aplikasi SAWIJI 

Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) 

adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan 

dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara 

terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas dalam pengelolaan kinerja, memantau capaian, dan 

menyelaraskan program kerja dengan visi, misi, serta rencana strategis 

organisasi.  

Dengan menggunakan aplikasi SAWIJI Integrasi Data Realisasi 

Keuangan dan Realisasi Kinerja Indikator ke dalam Form Monev 

Triwulan yang telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Jadi 

diharapkan Single Input Multiple Output. Satu kali input data dapat 

menghasilkan banyak laporan. Dengan adanya aplikasi ini bisa 

mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan laporan-

laporan. 

 

(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji) 
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(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji) 

 

2. E-Kinerja BKN 

E-Kinerja adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan 

Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu mengelola, memantau, 

dan menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik. 

Aplikasi ini mendukung implementasi manajemen kinerja ASN 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil. 

Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya reformasi 

birokrasi di Indonesia. 

Inspektorat Kabupaten Purworejo telah menggunakan aplikasi W-Kinerja 

ini untuk Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Kinerja Tahunan sejak 

Tahun 2023. 

Dengan penerapan yang baik, diharapkan aplikasi ini dapat 

meningkatkan akuntabilitas pegawai, efisiensi birokrasi, dan sinergi 

antara kinerja individu dengan pencapaian organisasi. Namun, 

keberhasilannya memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, 

didukung oleh infrastruktur teknologi dan pelatihan yang memadai. 
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(Gambar : Tampilan Aplikasi e-Kinerja) 

 

 

(Gambar : Tampilan Aplikasi e-Kinerja) 

 

3. ESR Menpan 

Aplikasi ESR (Evaluation System Reform) Menpan adalah platform 

digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memantau, 

mengevaluasi, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) 

di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aplikasi ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi menjalankan agenda 

reformasi birokrasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan. 
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Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Kemenpan RB dapat memastikan 

bahwa instansi pemerintah di seluruh Indonesia menjalankan program 

reformasi birokrasi dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai 

keterbatasan. Keberhasilan ESR Menpan sangat bergantung pada 

komitmen, kualitas data, dan sinergi antara pemerintah pusat dan 

daerah. Tugas Perangkat Daerah dengan aplikasi ini mencakup 

pengisian penilaian mandiri, pengelolaan data kinerja, evaluasi dan 

perbaikan, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik. Perangkat 

daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan 

reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan konsisten dengan 

visi pemerintah pusat. Keberhasilan menggunakan aplikasi ini sangat 

bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, dan 

sinergi yang baik dengan Kemenpan RB. Saat ini belum seluruh menu 

dilaksanakan namun demikian akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. 

 

(Gambar : Tampilan Aplikasi ESR MENPAN) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024 

3.1.1. Target dan Realisasi Tahun 2024 

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah perwujudan 

kewajiban Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja 

Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 tergambar dalam tingkat 

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai alat ukur 

untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam 

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Pengukuran kinerja 

digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan 

Inspektorat Kabupaten Purworejo. Dari hasil pengukuran selanjutnya 

dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat 

capaian kinerja yaitu: 

Tabel 3.1 

Skala Nilai Penilaian Kinerja 

No 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 
Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

1 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sangat Rendah 

      Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator 

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan 
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realisasinya. Tahun anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Purworejo 

melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan sebagai 

bagian dari Rencana Strategis. Kegiatan dimaksud telah ditetapkan dalam 

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh 

Bupati Purworejo dengan Inspektur Kabupaten Purworejo. Rumusan 

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 

No Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Definisi 

Operasional 

Formulasi 

Perhitungan 

1 Terwujudnya 

Peningkatan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Tingkat 

Maturitas SPIP  

Tingkat kematangan 

SPIP dalam 

mencapai tujuan 

pengendalian yang 

meliputi kegiatan 

yang efektif dan 

efisien, keandalan 

laporan keuangan, 

pengamanan asset 

negara, dan 

ketaatan terhadap 

peraturan 

perundangundangan 

Berdasarkan 

Laporan Evaluasi 

Penilaian Mandiri 

Penyelenggaraan 

SPIP pada 

Pemerintah Daerah 

yang dikeluarkan 

oleh BPKP 

2 Meningkatnya  

Kualitas  

Pelayanan Publik 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indek yang diperoleh 

dari hasil 

pengukuran secara 

kuantitatif  dan 

kualitatif terhadap 

tingkat kepuasan 

masyarakat atas 

kualitas pelayanan 

publik yang 

diberikan oleh 

penyelenggara 

pelayanan publik 

Berdasarkan 

Formulasi 

perhitungan dalam 

Peraturan Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) 

Nomor 14 Tahun 

2017 tentang 

Pedoman 

Penyusunan Survei 

Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 

Unit 

Penyelenggara 

Pelayanan Publik. 
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Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2024 dapat dijelaskan 

rincian realisasi kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo 

sebagaimana dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo 

No 
Indikator 

Sasaran 

Realisasi 

2023 

2024 

Target Realisasi % Capaian 

1 Tingkat 

Maturitas SPIP  

3,309 3,310 3,317 100,21% 

2 Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

84,33 83,50 83,97 100,56% 

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja 

Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo tahun 2024 adalah sebagai 

berikut: 

a. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern 

Sasaran ini Indikator kinerjanya adalah “Tingkat Maturitas SPIP”. 

Pencapaian target kinerja sasaran ini di dukung 2 (dua) Program yaitu : 

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan  

Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah : 

a) Persentase penyelenggaraan pengawasan internal; 

b) Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan 

tertentu. 

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 

Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan 

Asistensi adalah  

a) Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang 

Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan; 

b) Persentase Hasil Pendampingan Asistensi. 

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator “Tingkat 

Maturitas SPIP” adalah 100,21% (3,317 dari target tingkat maturitas 

SPIP Tahun 2024 sebesar 3,310) masuk kategori “Sangat Baik” dengan 

Status Capaian “Tercapai”. 
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Capaian indikator sasaran sebesar 100,21% ini didukung dengan bukti 

dukung berupa Laporan BPKP atas Hasil Evaluasi Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi 

Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor 

PE.09.03/LHP-401/PW12/3/2024 Tanggal 19 Desember 2024.  

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,317 atau 

telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada 

Level 3 (Terdefinisi). Level 3 (Terdefinisi) ini memiliki arti : 

1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun dan 

terdokumentasi dengan baik. Proses, kebijakan, dan prosedur 

pengendalian telah disusun secara sistematis dan tertulis, serta 

terdokumentasi dengan rapi. 

2) Proses pengendalian telah diterapkan secara konsisten. Kebijakan 

dan prosedur yang telah ditetapkan tidak hanya ada di dokumen, 

tetapi juga sudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari organisasi. 

3) Kepatuhan pada SPI dapat dipastikan. Unit kerja dan individu di 

dalam organisasi mematuhi sistem yang telah dirancang sesuai 

aturan yang berlaku. 

4) Kesadaran dan pemahaman SPI cukup baik. Pimpinan dan pegawai 

di organisasi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya 

pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan 

organisasi.  

5) Evaluasi dan perbaikan mulai dilakukan. Proses pengendalian yang 

diterapkan dipantau secara rutin, dan jika ditemukan kelemahan atau 

masalah, perbaikan dilakukan secara bertahap. 

Capaian Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern 

sebagaimana tersebut diatas didukung dengan Capaian Program, 

Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran 

Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern 
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Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Program 
Penyeleng-
garaan 
Pengawasan 

 Persentase 
Penyeleng-
garaan 
Pengawasan 
Internal 

100 % 100 % 100 % 

   Persentase 
penyeleng-
garaan 
pengawasan 
dengan tujuan 
tertentu 

100 % 100 % 100 % 

 Penyeleng-
garaan 
Pengawasan 
Internal 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penyeleng-
garaan 
Pengawasan 
Internal 

7 Dokumen 7 Dokumen 100 % 

 Pengawasan 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Pengawasan 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 

119  
Laporan 

120 
Laporan 

100,84% 

 Pengawasan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Pengawasan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

137  
Laporan 

192 
Laporan 

140,14% 

 Reviu Laporan 
Kinerja 

Jumlah Laporan 
Hasil Reviu 
Laporan Kinerja 

3  
Laporan 

3 
 Laporan 

100% 

 Reviu Laporan 
Keuangan 

Jumlah Laporan 
Hasil Reviu 
Laporan 
Keuangan 

71  
Laporan 

71  
Laporan 

100% 

 Pengawasan 
Desa 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Pengawasan 
Desa 

83 
 Laporan 

85 
 Laporan 

102,40% 

 Kerja Sama 
Pengawasan 
Internal 

Jumlah 
Kesepakatan 
Pengawasan 
Internal yang 
Terbentuk 

3 
Kesepakatan 

4  
Kesepakatan 

133,33% 

 Monitoring dan 
Evaluasi Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
BPK RI dan 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 
APIP 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Monitoring dan 
Evaluasi Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
BPK RI dan 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 
APIP 

6  
Dokumen 

6  
Dokumen 

100% 
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Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

 
 
 

 Penyeleng-
garaan 
Pengawasan 
dengan Tujuan 
Tertentu 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Penyeleng-
garaan 
Pengawasan 
Dengan Tujuan 
Tertentu 

2 Laporan 2 Laporan 100% 

 Penanganan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah 
yang Ditangani 

4 
 Laporan 

2 Laporan 100% 
(2 permin-

taan 
dengan 

realisasi 2 
pena-

nganan) 

 Pengawasan 
dengan Tujuan 
Tertentu 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Pengawasan 
Dengan Tujuan 
Tertentu 

115  
Laporan 

153  
Laporan 

133,04% 

Program 
Perumusan 
Kebijakan, 
Pendam-
pingan dan 
Asistensi 

 Persentase 
Hasil 
Perumusan 
Kebijakan 
Teknis Bidang 
Pengawasan 
dan Bidang 
Fasilitasi 
Pengawasan 

100 % 100 % 100 % 

   Persentase 
Hasil 
Pendampingan 
dan Asistensi 

100 % 100 % 100 % 

 Perumusan 
Kebijakan 
Teknis di 
Bidang 
Pengawasan 
dan Fasilitasi 
Pengawasan 

Jumlah 
Dokumen 
Rekomendasi 
Perumusan 
Kebijakan 
Teknis Bidang 
Pengawasan 
dan Fasilitasi 
Pengawasan 

2 Dokumen 2 Dokumen 100 % 

 Perumusan 
Kebijakan Teknis 
di Bidang 
Pengawasan 

Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan Teknis 
di Bidang 
Pengawasan 
yang Disusun 

3  
Rekomen-

dasi 

3  
Rekomen-

dasi 

100 % 

 Perumusan 
Kebijakan Teknis 
di Bidang 

Jumlah 
Rekomendasi 
Kebijakan Teknis 
di Bidang 

3  
Rekomen-

dasi 

4  
Rekomen-

dasi 

100 % 
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Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Fasilitasi 
Pengawasan 

Fasilitasi 
Pengawasan 
yang Disusun 

 Pendampingan 
dan Asistensi 

Jumlah Laporan 
hasil 
Pendampingan 
dan Asistensi 

4 Laporan 4 Laporan 100 % 

 Pendampingan 
dan Asistensi 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan 
dan Asistensi 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

6 Perangkat 
Daerah 

6 Perangkat 
Daerah 

100 % 

 Pendampingan, 
Asistensi, 
Verifikasi, dan 
Penilaian 
Reformasi 
Birokrasi 

Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi, 
Verifikasi, dan 
Penilaian 
Reformasi 
Birokrasi 

182 
Perangkat 

Daerah 

212 
Perangkat 

Daerah 

116,48% 

 Koordinasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi serta 
Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Korupsi 

Jumlah Kegiatan 
Koordinasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi serta 
Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Korupsi 

3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 

 Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi 
Penegakan 
Integritas 

Jumlah 
Perangkat 
Daerah yang 
Dilakukan 
Pendampingan, 
Asistensi dan 
Verifikasi 
Penegakan 
Integritas 

165 
Perangkat 

Daerah 

165 
Perangkat 

Daerah 

100% 

 

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Sasaran Indikator Kinerja Utamanya “Indeks Kepuasan Masyarakat”. 

Pencapaian target kinerja sasaran ini didukung 1(satu) Program yaitu 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

dengan Indikator Program Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah. 
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Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator kinerja 

“Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah 100,56% (Nilai IKM 83,97 dari 

target Tahun 2024 sebesar 83,50) masuk kategori “Sangat Baik” 

dengan Status Capaian “Tercapai”. 

Capaian indikator sasaran sebesar 100% ini didukung dengan bukti 

dukung berupa Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat 

Kabupaten Purworejo Semester 2 Tahun 2024. 

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

sebagaimana tersebut diatas didukung dengan Capaian Program, 

Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/ 
Kota 

 Persentase 
Pelaksanaan 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten 

100% 100 100% 

 Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

3  Dokumen 3 Dokumen 100% 

 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

19 dokumen 19 dokumen 100% 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

16 laporan 16 laporan 100% 
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Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

 Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

3 Laporan 3 Laporan 100% 

 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
layanan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

100% 100% 100% 

 Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

64 
orang/bulan 

65 
orang/bulan 

100% 

 Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifik
asi Keuangan 
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifik
asi Keuangan 
SKPD 

12 Dokumen 12 Dokumen 100% 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 
dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

6 Laporan 6 Laporan 100% 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD dan 
Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 
SKPD 

26 Laporan 26 Laporan 100% 

 Administrasi 
Barang Milik 
Daerah pada 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
layanan 
Administrasi 
Barang Milik 
Daerah (BMD) 
pada Perangkat 
Daerah 

100% 100% 100% 

 Penyusunan 
Perencanaan 
Kebutuhan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah Rencana 
Kebutuhan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

2 Dokumen 2 Dokumen 100% 
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Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

 Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan 
Barang Milik 
Daerah pada 
SKPD 

2 Laporan 2 Laporan 100% 

 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
layanan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

100% 100% 100% 

 Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Jumlah 
Dokumen 
Monitoring, 
Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja 
Pegawai 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

 Pendidikan dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi yang 
Mengikuti 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

120 Orang 120 Orang 100% 

 Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

130 Orang 130 Orang 100% 

 Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Bimbingan 
Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

100 Orang 100 Orang 100% 

 Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Layanan 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

100 % 100 % 100% 

 Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 1 Paket 100% 
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Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

 Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

1 Paket 1 Paket 100% 

 Penyediaan 
Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah Paket 
Peralatan 
Rumah Tangga 
yang Disediakan 

3 Paket 3 Paket 100% 

 Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

12 Paket 12 Paket 100% 

 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

2 Paket 2 Paket 100% 

 Penyediaan 
Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah 
Dokumen Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 

 Penyediaan 
Bahan/Material 

Jumlah Paket 
Bahan/Material 
yang Disediakan 

1 Paket 1 Paket 100% 

 Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

 Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

 Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD 

4 Dokumen 4 Dokumen 100% 

 Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik pada 
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik pada 
SKPD 

2 Dokumen 2 Dokumen 100% 
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Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

 Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah yang 
Diadakan 

3 Jenis 3 Jenis 100% 

 Pengadaan 
Mebel 

Jumlah Paket 
Mebel yang 
disediakan 

1 Unit 1 Unit 100% 

 Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

7 Unit 7 Unit 100% 

 Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit 2 Unit 100% 

 Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

3 Laporan 3 Laporan 100% 

 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah laporan 
Penyediaan jasa 
Surat Menyurat 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah laporan 
Penyediaan jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

 Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah laporan 
Penyediaan jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

 Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Barang Milik 
Daerah (BMD) 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Dipelihara 

5 Jenis 5 Jenis 100% 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 

Jumlah 
Kendaraan 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

1 unit 1 unit 100% 
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Nama 
Program 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Kendaraan Dinas 
Jabatan 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 
Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

5 Unit 5 Unit 100% 

 Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

68 Unit 68 Unit 100% 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

1 unit 1 unit 100% 

 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

26 Unit 26 Unit 100% 

 

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 

sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD) 

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun 

sebelumnya dan target akhir jangka menengah (RPJMD) bertujuan untuk 

evaluasi kinerja tahunan, melihat tren analisis kinerja, memastikan bahwa 

lonerja tahunan tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah 

daerah, mengidentifikasi hambatan atau faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja, serta memberikan gambaran yang jelas kepada 

pemangku kepentingan mengenai capaikan kinerja baik yang sudah tercapai 

maupun yang masih perlu diperbaiki. 
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Tabel 3.6 

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 

sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD) 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Satuan 

Base-

line 2021 

 

Target Realisasi 

Target 

Akhir 

RPJMD 

Realisasi 

2024 

dibanding 

Target 

Akhir 

RPJMD 
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2026 

1 Terwujudnya 

Peningkatan 

Sistem 

Pengendalian 

Intern  

 

Tingkat 

Maturitas 

SPIP  

Level 3,020 3,075 3,100 3,130 3,014 3,309 3,317    3,500 94,77% 

2 Meningkatnya  

Kualitas  

Pelayanan 

Publik 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

Perangkat 

Daerah 

Indeks 80,93 81,50 82,70 83,50 82,90 84,33 83,97 84,00 99,96% 

 

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, berikut adalah analisis perbandingan target 

dan realisasi kinerja untuk masing-masing sasaran strategis: 

a. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern 

1) Pada tahun 2022, realisasi Tingkat Maturitas SPIP sebesar 3,014 

belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,075, hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 0,061. 

2) Pada tahun 2023, realisasi Tingkat Maturitas SPIP sebesar 3,309 

telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 3,100, hal ini 

mencerminkan perbaikan signifikan dalam implementasi sistem 

pengendalian intern di Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

3) Pada tahun 2024, realisasi Tingkat Maturitas SPIP sebesar 3,317 

juga melampaui target 3,130, hal ini menunjukkan tren 

peningkatan yang positif dan konsisten dari tahun ke tahun yang 

dapat dicapai Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

4) Realisasi Tingkat Maturitas SPIP tahun 2024 sudah mencapai 

94,77% dari target akhir RPJMD sebesar 3,500, menunjukkan 

bahwa sasaran strategis berada di jalur yang benar, namun masih 

diperlukan peningkatan untuk mencapai target RPJMD secara 

penuh. 
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5) Masih ada kesenjangan 5,23% terhadap target akhir RPJMD yang 

perlu diisi melalui upaya yang lebih terarah dan strategis. 

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

1) Pada tahun 2022, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

82,90 melampaui target yaitu 81,50, menunjukkan keberhasilan 

signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 

2) Pada tahun 2023, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 

84,33 juga telah melampaui target yaitu 82,70, bahkan sudah 

melampaui target akhir RPJMD yaitu 84,00, mencerminkan kinerja 

yang sangat baik yang telah dilaksanakan. 

3) Pada tahun 2024, realisasi sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat 

sebesar 83,97 sedikit di bawah capaian 2023 84,33, tetapi tetap 

mendekati target RPJMD dengan tingkat pencapaian 99,96%. 

Hasil ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan publik secara umum telah mendekati target akhir 

jangka menengah, dan langkah-langkah konsolidasi perlu 

dilakukan untuk mempertahankan capaian yang tinggi. 

3.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan; 

a. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern 

Pencapaian indikator Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian 

Intern (Tingkat Maturitas SPIP) hingga 94,77% dari target RPJMD 

(3,500) pada tahun 2024 dapat terjadi karena beberapa faktor berikut: 

1) Komitmen Pimpinan Instansi 

Komitmen kuat pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memainkan peran utama. 

Pimpinan yang proaktif dalam mengawasi, memotivasi, dan 

memberikan dukungan kepada unit kerja terkait pengendalian 

intern dapat meningkatkan efektivitas implementasi SPIP. 

2) Peningkatan Kapasitas SDM 

Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM dalam 

pengelolaan SPIP memberikan hasil nyata. Pegawai yang 
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memahami lima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian 

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 

pemantauan) mampu mengimplementasikan sistem pengendalian 

secara lebih baik. 

3) Kolaborasi dengan BPKP 

Pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) atau lembaga terkait lainnya membantu 

meningkatkan maturitas SPIP. Bimbingan teknis dan evaluasi 

berkala oleh BPKP memberikan rekomendasi yang efektif untuk 

mengatasi kelemahan dalam sistem pengendalian. 

4) Evaluasi dan Monitoring yang Konsisten 

Proses evaluasi mandiri dan audit internal yang konsisten 

meningkatkan kualitas pengendalian intern. Monitoring secara 

berkala meminimalkan risiko yang mungkin muncul dan 

memastikan implementasi sesuai dengan perencanaan. 

5) Perbaikan dan Penyempurnaan Kebijakan 

Penyusunan dan pembaruan dokumen kebijakan, prosedur, dan 

SOP (Standar Operasional Prosedur) yang relevan dengan 

kebutuhan organisasi memperkuat pengendalian intern. Kebijakan 

yang jelas dan mudah diimplementasikan menjadi pedoman bagi 

seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dengan kepatuhan. 

6) Penggunaan Teknologi Informasi 

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pengendalian 

intern membantu efisiensi proses monitoring, pelaporan, dan 

evaluasi SPIP. Sistem berbasis teknologi memungkinkan 

pengawasan yang lebih terstruktur dan akurat. 

7) Budaya Pengendalian yang Kuat 

Peningkatan budaya kepatuhan di seluruh tingkat organisasi, 

termasuk kesadaran akan pentingnya pengendalian intern. 

Pegawai lebih terlibat dalam mendukung pengendalian intern 

karena memahami kontribusinya terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. 

 



54 
 

 

8) Fokus pada Manajemen Risiko 

Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dalam SPIP 

memastikan bahwa potensi risiko teridentifikasi, dianalisis, dan 

dikelola dengan baik. Upaya ini memungkinkan organisasi 

menghadapi tantangan dengan pendekatan yang sistematis dan 

proaktif. 

9) Peningkatan Peran Inspektorat Kabupaten Purworejo  

Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai audit internal yang 

berfungsi dengan baik menjadi pilar utama dalam memastikan 

pelaksanaan pengendalian intern yang efektif. Inspektorat mampu 

memberikan masukan strategis untuk memperbaiki kelemahan dan 

menjaga kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian 

10) Sinergi Antara Unit Kerja 

Adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara unit kerja di 

dalam organisasi memastikan semua pihak terlibat dalam 

pelaksanaan SPIP. Sinergi ini memungkinkan implementasi SPIP 

yang lebih komprehensif dan terpadu. 

Tantangan utama yang teridentifikasi dalam mencapai target sasaran 

strategis tingkat maturitas SPIP yang harus diselesaikan Inspektorat 

Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Purworejo sampai 

dengan tahun akhir RPJMD antara lain: 

1) Belum sepenuhnya efektifnya implementasi kebijakan 

pengendalian intern. 

2) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam 

memahami dan melaksanakan SPIP. 

3) Dokumentasi atau monitoring yang belum optimal untuk 

mendukung evaluasi berkelanjutan. 

Atas tantangan tersebut, beberapa alternatif solusi untuk mengatasinya 

adalah sebagai berikut: 

1) Pemantapan Kebijakan dan SOP terkait SPIP maupun Manajemen 

Risiko 

2) Pelatihan intensif dan berkala tentang SPIP untuk seluruh pegawai, 

terutama yang terkait langsung dengan fungsi pengendalian intern. 



55 
 

 

Fokus pada penguatan pemahaman lima unsur SPIP: lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi 

dan komunikasi, serta pemantauan dan proses Penilaian Mandiri 

SPIP Terintegrasi. 

3) Melakukan bimtek reguler yang melibatkan ahli SPIP untuk 

memberikan solusi terhadap masalah spesifik yang dihadapi 

organisasi. 

4) Mendorong pejabat dan pegawai untuk mendapatkan sertifikasi 

terkait SPIP dari lembaga yang berwenang, seperti BPKP. 

5) Meningkatkan kesadaran pendokumentasian dokumen setiap 

kegiatan/digitalisasi dokumen pada seluruh Perangkat Daerah. 

6) Inspektorat Melakukan audit internal secara teratur untuk menilai 

efektivitas implementasi SPIP dan memberikan rekomendasi 

perbaikan yang konkret. 

7) Terapkan mekanisme evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan SPIP 

untuk memetakan area yang masih perlu penguatan. 

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

Pencapaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan 

Masyarakat - IKM) yang mendekati target RPJMD (99,96% dari target 

84,00 pada tahun 2024) dapat terjadi karena beberapa faktor berikut: 

1) Peningkatan Standar Layanan 

Prosedur layanan yang sudah disusun dan diterapkan secara 

konsisten memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai 

kualitas dan kecepatan pelayanan. Standar pelayanan yang lebih 

terukur sesuai kebutuhan masyarakat meningkatkan kepuasan. 

2) Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan 

Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui keteladanan, 

pelatihan atau workshop membantu mereka memberikan 

pelayanan yang lebih ramah, responsif, dan profesional. 

3) Pengelolaan Keluhan Masyarakat 

Tersedianya kanal untuk menyampaikan keluhan atau saran, 

seperti melalui media sosial, aplikasi pengaduan, atau hotline, 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk merasa didengarkan. 
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Respons cepat terhadap keluhan membantu memperbaiki persepsi 

masyarakat terhadap layanan. SDM yang kompeten cenderung 

lebih tanggap terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, 

sehingga meningkatkan tingkat kepuasan. 

4) Fokus pada Kebutuhan Masyarakat 

Melibatkan masyarakat dalam survei dan evaluasi pelayanan 

memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai 

dengan keinginan mereka. 

5) Budaya Pelayanan Prima 

Budaya kerja yang mendorong pegawai untuk memberikan 

pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif menjadi faktor utama 

dalam peningkatan kepuasan masyarakat. 

Kesadaran pegawai terhadap peran penting mereka dalam 

memberikan pengalaman positif kepada masyarakat juga 

mendorong peningkatan kinerja. 

Penurunan realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan 2023 

menunjukkan adanya beberapa aspek dalam pelayanan yang perlu 

diperhatikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi penurunan kualitas pelayanan. Unsur pelayanan yang 

termasuk tiga unsur terendah berdasarkan hasil evaluasi atas Indeks 

Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang teridentifikasi dan menjadi 

prioritas perbaikan yaitu: 

1) Kualitas sarana dan prasarana. 

2) Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.  

3) Sistem, mekanisme, prosedur serta kesesuaian persyaratan 

pelayanan dengan jenis pelayanannya dan kesesuaian produk 

pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan 

dengan hasil yang diberikan. 

Atas beberapa kelemahan tersebut diatas, beberapa alternatif solusi 

untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 

1) Penyediaan tempat pelayanan yang bersih, nyaman, dan ramah 

disabilitas menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat  yang 

akan menggunakan layanan Inspektorat. 
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2) Penyediaan Sistem layanan berbasis aplikasi atau portal online 

dapat mempercepat proses administrasi. 

3) Pelatihan pegawai dalam teknik manajemen waktu dan pelayanan 

prima untuk menangani masyarakat secara lebih cepat tanpa 

mengorbankan kualitas, tidak hanya dalam bidang pengawasan 

namun juga dalam pelayanan secara umum. 

4) Mempublikasikan standar pelayanan, persyaratan, dan waktu 

penyelesaian melalui media yang mudah diakses (website, brosur, 

atau media sosial). Informasi yang jelas mengurangi ketidakpastian 

masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. 

5) Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan SP untuk 

memastikan kesesuaian produk layanan dengan harapan mereka. 

3.1.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM), meskipun dengan anggaran terbatas, menunjukkan keberhasilan 

dalam pengelolaan yang efisien. Berikut adalah analisis faktor-faktor yang 

memungkinkan sasaran tercapai meski menghadapi keterbatasan anggaran: 

a. Prioritas Kebutuhan Anggaran 

Anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang memiliki dampak 

langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, penyusunan 

anggaran memperhatikan program kerja pengawasan tahunan dan 

program kerja administrasi umum dengan memperhatikan tingkat risiko 

yang ada sehingga anggaran akan digunakan untuk kegiatan yang 

benar-benar prioritas. 

b. Pemanfaatan Tenologi 

Digitalisasi dalam pelaksanaan SPIP dan layanan publik membantu 

mengurangi ketergantungan pada sumber daya manual, seperti 

pengurangan biaya cetak dokumen atau transportasi pegawai. 

c. Kolaborasi antar unit 

Pemanfaatan anggaran bersama antar unit kerja untuk mendukung 

kegiatan SPIP dan layanan publik menciptakan sinergi yang mengurangi 

pemborosan. Dalam SPIP, koordinasi lintas unit memastikan 

pemenuhan elemen risiko tanpa duplikasi pekerjaan. Dalam IKM, 
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integrasi layanan satu pintu memungkinkan layanan diberikan dengan 

lebih sedikit biaya operasional. 

d. Peran serta/keterlibatan Masyarakat 

Dalam SPIP, masyarakat dilibatkan secara kolaboratif untuk 

pemantauan internal, sehingga mengurangi biaya pemantauan yang 

sepenuhnya bergantung pada aparat. Dalam IKM, masyarakat 

memberikan feedback langsung melalui survei online yang murah dan 

efektif memberikan masukan dan evaluasi. 

e. Sumber Daya Manusia yang Efisien 

Dalam era keterbatasan SDM yang ada pada hamper semua instansi 

pemerintah saat ini, keterbatasan anggaran ini dialihkan untuk 

meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan berbasis daring 

atau mentoring internal, yang lebih hemat biaya dibandingkan pelatihan 

eksternal. Selain itu SDM juga telah dilatih untuk menangani lebih dari 

satu tanggung jawab pekerjaan yang memungkinkan pencapaian hasil 

maksimal dengan jumlah personel yang tetap bahkah juga kurang. 

3.1.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan 

Berikut adalah analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan 

kegagalan dari kedua sasaran strategis, yaitu Tingkat Maturitas SPIP dan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 

a. Tingkat Maturitas SPIP 

Penunjang keberhasilan pencapaian target Tingkat Maturitas SPIP 

adalah: 

1) Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang SPIP 

Pelatihan terkait pengendalian internal berbasis risiko dan audit 

internal. Pelatihan ini diwujudkan Inspektorat dengan pengiriman 

diklat teknis subtantif terkait dengan SPIP dan Manajemen Risiko 

sehingga SDM menjadi kompeten dalam mengidentifikasi risiko 

dan menerapkan kontrol internal secara efektif. 

2) Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Berbasis Teknologi 

Penerapan aplikasi atau sistem teknologi untuk penilaian mandiri 

SPIP. Penerapan teknologi untuk Penilaian Mandiri SPIP ini 
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sangat efisien dalam pengawasan dan dokumentasi, sehingga 

semua elemen SPIP terpantau dengan baik. 

3) Evaluasi dan Monitoring Secara Berkala 

Inspektorat melaksanakan evaluasi rutin terhadap implementasi 

SPIP. Evaluasi ini guna melakukan identifikasi area perbaikan 

secara dini, memastikan setiap kelemahan segera diatasi. 

4) Sosialisasi dan Penyelarasan SPIP dengan Seluruh Perangkat 

Daerah 

Kegiatan ini dilakukan setiap tahun sebelum dilaksanakannya 

proses Penilaian mandiri SPIP untuk meningkatkan pemahaman 

pegawai di semua level terhadap pentingnya pengendalian 

internal dan pelaksanaan teknis Penilaian SPIP. Melalui 

sosialisasi ini hasilnya diharapkan ada dukungan kolektif dari 

seluruh elemen terhadap implementasi SPIP. 

Selain beberapa faktor penunjang diatas, masih teridentifikasi 

beberapa hal yang kurang optimal dalam pencapaian indikator sasaran 

Tingkat Maturitas SPIP ini antara lain: 

1) Belum adanya Alokasi Anggaran khusus untuk menunjang untuk 

SPIP 

Hal ini menyebabkan beberapa rencana penguatan SPIP tidak 

dapat terlaksana dengan baik, seperti kegiatan pemantauan dan 

evaluasi internal tidak dapat dilaksanakan karena tidak 

teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada 

Perangkat Daerah. Dampak Beberapa elemen SPIP (misalnya, 

pengawasan terhadap risiko kecil) tidak terlaksana optimal. 

2) Belum seluruh Perangkat Daerah konsisten melaksanakan SPIP 

Beberapa Perangkat Daerah tidak menjalankan SPIP sesuai 

standar yang ditentukan akibat kurangnya kesadaran atau 

koordinasi. Dampaknya implementasi SPIP tidak seragam, 

menurunkan pencapaian maturitas secara keseluruhan. 

3) Kurangnya Evaluasi dan Monitoring/Pemantauan  

Evaluasi Monitoring/Pemantauan dan terhadap SPIP masih sangat 

kurang dilakukan perangkat daerah, sedangkan jika hanya 
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dilaksanakan oleh Inspektorat maka tidak akan mempu untuk 

menjangkau seluruh Perangkat Daerah karena keterbatasan waktu 

dan SDM yang ada. Penilaian juga harus dilaksanakan oleh Internal 

Perangkat Daerah. Kurangnya Evaluasi dan 

Monitoring/Pemantauan ini menyebabkan beberapa kelemahan 

tidak terdeteksi. 

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Penunjang keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) adalah: 

1) Tidak Adannya Biaya Tarif Layanan 

Hasil IKM menunjukkan masyarakat merasa biaya yang dikenakan 

dalam pelayanan cukup wajar dan tidak memberatkan, dalam hal ini 

Inspektorat tidak ada pengenaan tariff dalam setiap layanan yang 

diberikan. 

2) Penanganan Pengaduan 

Hasil IKM menunjukkan respons terhadap keluhan masyarakat 

dinilai sangat baik, menunjukkan efektivitas sistem pengaduan yang 

ada. 

3) Kompetensi dan Perilaku Pegawai 

Hasil IKM menunjukkan Pegawai Inspektorat dianggap memiliki 

keterampilan teknis yang baik dan perilaku profesional dalam 

melayani masyarakat 

Selain beberapa faktor penunjang diatas, masih teridentifikasi 

beberapa hal yang kurang optimal dalam pencapaian indikator sasaran 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini antara lain: 

1) Waktu Penyelesaian Layanan 

Hasil IKM menunjukkan bahwa masyarakat meskipun menilai cukup 

baik, aspek ini masih menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi. 

Kelemahan aspek ini kemungkinan disebabkan prosedur yang 

terlalu panjang, kurangnya tenaga pelaksana, atau sistem yang 

belum optimal. Perlu telaah lebih lanjut agar penyebab pasti bisa 

teridentifikasi. 

 



61 
 

 

2) Sarana dan Prasarana 

Hasil IKM menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas terhadap 

fasilitas yang dimiliki Inspektorat. Kelemahan aspek ini 

kemungkinan disebabkan keterbatasan anggaran untuk perbaikan 

atau kurangnya pemeliharaan fasilitas, kurangnya sarana prasarana 

penunjang pengawasan. Perlu telaah lebih lanjut agar penyebab 

pasti bisa teridentifikasi. 

 

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 

Pada Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Purworejo mendapat alokasi 

anggaran untuk melaksanakan 3 program 14 kegiatan dan 54 sub kegiatan dalam 

rangka mencapai target sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2024. Sesuai dengan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2024 maka Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten 

Purworejo adalah sebagai : 

TOTAL ANGGARAN  : Rp15.155.568.897,00 

TOTAL REALISASI  : Rp14.251.962.637,00 

Prosentase Realisasi  : 94,04% 

Rincian realisasi anggaran per program adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Target dan Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 

No 
Uraian Urusan, Program 

dan Kegiatan/Sub Kegiatan 

Anggaran (Rp) Capaian 
% Target Realisasi 

1 2 3 4  5 

1 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

11.974.851.031,00 11.473.126.221,00 95,81 

2 Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

1.735.052.766,00 1.450.860.321,00 83,62 

3 Program Perumusan 
Kebijakan, Pendampingan 
Dan Asistensi 

1.445.665.100,00 1.327.976.095,00 91,86 

 
TOTAL ANGGARAN 15.155.568.897,00 14.251.962.637,00 94,04 
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3.3. Inovasi  

Inovasi dalam instansi pemerintah adalah proses menciptakan, mengembangkan, 

atau menerapkan ide-ide, metode, teknologi, atau kebijakan baru yang bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. 

Inovasi di sektor pemerintah tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga 

mencakup cara baru dalam bekerja, melibatkan masyarakat, dan mengelola sumber 

daya. 

Saat ini Inspektorat Kabupaten Purworejo sedang dalam masa pengembangan 

inovasi. Inovasi tersebut duwujudkan berupa : 

1. E-Audit Kabupaten Purworejo  

Inovasi E-Audit Kabupaten Purworejo adalah sebuah inovasi berupa aplikasi 

manajemen pengawasan yang dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih 

adanya permasalahan pengawasan internal yang dihadapi oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Purworejo/masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai 

berikut :   

a. Manajemen pengawasan tidak tertib administrasi dan tidak tepat waktu. 

b. Penyusunan kelengkapan dokumen pengawasan banyak terjadi kesalahan. 

c. Pengumpulan data-data tidak dapat dilakukan secara cepat. 

Tujuan dilakukan inovasi E-Audit adalah: 

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal 

Kabupaten Purworejo dan pemantauan TLHP. 

b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan data pengawasan. 

Manfaat E-Audit adalah: 

c. Mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengawasan internal 

Inspektorat Kabupaten Purworejo. 

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan data hasil pengawasan 

dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 

e. Dokumentasi digital yang terstruktur untuk tertib adminstrasi pengawasan 

internal. 
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Dokumentasi kegiatan E-Audit antara lain sebagai berikut: 

 

 

(Gambar : implementasi E-Audit) 

Sampai dengan saat ini pengembangan memang belum berjalan maksimal 

karena memang perlu waktu dan sinergi dari berbagai pihak dalam 

pelaksanaannya antara lain Pihak Pemilik Aplikasi dalam hal ini Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi, DINKOMINFOSTASANDI Kabupaten Purworejo 

selaku pihak yang mengelola pengimplementasian aplikasi pada Pemerintah 

Kabupaten Purworwejo dan Inspektorat Kabupaten Purworejo selaku pengguna 

aplikasi.  
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2. Teras Pak Bejo (Teman Bicara Santai Pengawasan Kabupaten Purworejo)   

Inovasi Teras Pak Bejo (Teman Bicara Santai Pengawasan Kabupaten 

Purworejo) adalah sebuah inovasi berupa program layanan konsultasi dan 

edukasi pengawasan yang  dibangun dengan dilatarbelakangi oleh masih 

adanya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

purworejo/masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai berikut :    

a. Masih lambatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP/BPK oleh Perangkat 

Daerah atau Desa. 

b. Masih kurangnya pemahaman mayarakat terhadap gratifikasi dan korupsi. 

c. Masih banyaknya aduan atas layanan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

d. Masih belum optimalnya pemanfaatan fungsi consulting APIP oleh 

perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten purworejo.  

Tujuan Inovasi Teras pak Bejo: 

a. Mempermudah Akses layanan konsultasi, pengaduan dan edukasi terkait 

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh masyarakat dan 

perangkat daerah 

b. Mengoptimalkan peran APIP sebagai consulting partner dalam 

pengawasan 

c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait gratifikasi dan korupsi. 

Manfaat Inovasi Teras pak Bejo: 

a. Perangkat daerah, desa dan masyarakat dapat berkonsultasi secara 

nyaman terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

b. Perangkat daerah, desa dan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang pengendalian gratifikasi dan korupsi. 
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Dokumentasi kegiatan Teras Pak Bejo antara lain sebagai berikut: 

 

(Gambar : konsultasi dalam rangka Penyusunan MR-Irban III) 

 

(Gambar : konsultasi dalam rangka kegiatan pemeriksaan-Irban II) 
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(Gambar : konsultasi dalam rangka layanan pelaporan LHKPN-Sekretariat) 

 

3.4. Penghargaan  

Pada Tahun 2024  Inspektorat Kabupaten Purworejo menerima satu penghargaan 

dari Kabupaten Purworejo yaitu Sebagai Perangkat Daerah Dengan Capaian 

Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Terbaik. Kriteria penilaiannya adalah capaian 

indicator kinerja, deviasi realisasi dan target keuangan paling sedikit serta akurasi 

realisasi keuangan terhdap LRA pada aplikasi Simkeuda. Penghargaan ini 

disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah 

yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Oktober 2024 bertempat di Demaji Ekopark 

Kabupaten Purworejo. 

Penghargaan ini walaupun bersifat Non Formal hanya pada tingkat Kabupaten 

Purworejo namun merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten 

Purworejo ke seluruh Perangkat Daerah agar lebih meningkatkan kinerjanya.  

Penghargaan ini disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dan 
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diterima oleh Inspaktur Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini diwakili oleh 

Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purworejo. 

Dokumentasi atas pemberian penghargaan ini adalah sebagai berikut: 

 

(Gambar: Apresiasi Penghargaan) 

 

(Gambar: Pemberian Apresiasi Penghargaan) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja  

Laporan  Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) lnspektorat Kabupaten 

Purworejo Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala 

dalam mencapai sasaran strategis lnspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 

dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan keberhasilan 

100%. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya komitmen, keterlibatan, dan 

dukungan aktif segenap komponen Inspektorat Kabupaten Purworejo, 

masyarakat, dan stakeholder lainnya. Capaian kinerja lnspektorat Kabupaten 

Purworejo tahun 2024 dapat dinyatakan “Sangat Baik”, karena 2 (dua) Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis terealisasi diatas 100%, dengan rincian: 

1. Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator “Tingkat 

Maturitas SPIP” adalah 100,21% (3,317 dari target tingkat maturitas 

SPIP Tahun 2024 sebesar 3,310) masuk kategori “Sangat Baik” dengan 

Status Capaian “Tercapai”. 

2. Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator kinerja 

“Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah 100,56% (Nilai IKM 83,97 dari 

target Tahun 2024 sebesar 83,50) masuk kategori “Sangat Baik” 

dengan Status Capaian “Tercapai”. 

Kinerja Keuangan lnspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 

menunjukkan realisasi sebesar Rp14.251.962.637,00 atau 94,04% dari total 

pagu anggaran sebesar Rp15.155.568.897,00. Capaian kinerja lnspektorat 

Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini diharapkan dapat terus meningkat dari 

tahun ke tahun. 
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Kendala yang masih dihadapi Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam 

mencapai target sasaran strategis antara lain: 

1. Tingkat Maturitas SPIP 

a. Belum adanya Alokasi Anggaran khusus pada tiap Perangkat 

Daerah untuk menunjang pelaksanaan SPIP; 

b. Belum seluruh Perangkat Daerah konsisten melaksanakan SPIP; 

c. Kurangnya Evaluasi dan Monitoring/Pemantauan.  

2. Indeks Kepuasan Masyarakat 

a. Waktu Penyelesaian Layanan masih menunjukkan perlunya 

peningkatan efisiensi. Kelemahan ini disebabkan prosedur yang 

terlalu panjang, kurangnya tenaga pelaksana, atau sistem yang 

belum optimal;  

b. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Inspektorat masih kurang.   

Kelemahan ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk 

perbaikan atau kurangnya pemeliharaan fasilitas, kurangnya 

sarana prasarana penunjang pengawasan.  

4.2 Rencana Tindak Lanjut  

Rencana tindak lanjut atas kendala dan permasalahan kinerja sasaran 

Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan atensi kepada Bupati Purworejo terkait perlunya anggaran 

khusus pelaksanaan SPIP pada tiap perangkat daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purworejo; 

2. Malaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam 

Implementasi SPIP; 

3. Melaksanakan evaluasi dan Monitoring/Pemantauan atas Pelaksanaan 

SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; 

4. Melakukan evaluasi atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat Kabupaten Purworejo guna peningkatan kualitas layanan; 

5. Melaksanakan perbaikan atas segala sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam pelayanan dan mengupayakan pemenuhan sarana 

dan prasarana penunjang pengawasan. 
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspaktorat Kabupaten 

Purworejo Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, juga 

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya 

good governance. 

 

Purworejo, 24 Februari 2025 
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Nama : YULI HASTUTI

Jabatan : Bupati Purworejo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, i FgG eou
Pihak Pertama,q

+
TI ENY MUNGAWANAH, SS

Pembina Tk.l
NlP. 19731120 199803 2004
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PIT.INSPEKTU R KABU PATEN PU RWOREJO

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran

No Program
12
1 ProgramPenyelenggaraanPengawasan

2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

TOTAL

EJO

: INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO

.2024

Anggaran (Rp)
3

1.749.740.935,00

1.444.577.600,00

11.528.745.428,00

14.723.063.963,00

Purworejo, I W 2o7!
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO
PIT.INSPEKTUR

ENY MUNGAWANAH, SS.

Pembina Tk. I

NrP. 19731120 1998 2 006

Keterangan
4

APBD

Sasaran Strategis lndikator KinerJa Target

1 Tenrujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian
lntern

Tingkat maturitas SPIP 3,13

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik lndek Kepuasan Masyarakat (lKM)
Perangkat Daerah

83

l,yo R

No



Laman

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTORAT
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Punivorejo Kode Pos 54113

Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603
inspektorat.punvorejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

Z

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :ENYMUNGAWANAH,SS

Jabatan : Plt. lnspektur Kabupaten Punrorejo

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, tE Ao,Arvg 2.2v
Pihak Pertama,

/-

IUTI ENY MUNGAWANAH, SS
Pembina Tk.l
NlP. 19731120 199803 2 004

Nama :YULI HASTUTI

Jabatan : Bupati Punrvorejo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pedama.

/b
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PIT.INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun Anggaran

No Pmgram
12
1 ProgramPenyelenggaraanPengawasan

2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaeEh
Kabupaten/Kota

BUPATI PURWOREJO

INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO

2024

Amgar€n (Rp)
3

1.735.052.766,00

K6tsrangan
4

APBD

1 .445.665.100,00

11.974.851.031,00

15.'155.568.897,00

Puruoreio, ltr A 6,fCrW :oz,l
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO
PIT.INSPEKTUR

ENY MUNGAWANAH, SS.
Pembina Tk. I

NtP. 19731120 1998 2 006

No Sasaran Strategls lndtkator Klnerra Target
1 Terwuiudnya Penlngketan Sbtem Pengendalien

lntem
Tlngkat maturitas SPIP 3,31

2 Menlngkatnya Kualltas Pelayanan Publik lndel Kepu&rn Ma3ya6krt (lKMl
Perangkat Deereh

83,50

TOTAL

/















TANDATERIMA PELAPORAN
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113

Telepon ( 0275 ) 321603, Faksimile ( 0275 ) 321603

Laman inspektorat.punvorejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

Purworep, O.Januari 2025

SURAT
0@l'

PEN N
NOMOR: 2:.rO

Laporan Bulanan Realisasi
Kemajuan Fisik dan Keuangan
Bulan Desember 2024 lnspektorat
Kabupaten Puruvorejo, dengan :

Realisasi Keuangan :

Rp. 14.251.897.637,-

Prosentase Keu : 94,M%

Target Fisik : 100%

Realisasi Fisik: 100%

q

Diterima tanggal
Penerima

1 Berkas

E
tll

+
nah, S.S

R
u

)
r(rv/b)

Banyaknya KeteranganNo. Naskah Dinas / Barang yang
dikirimkan

Dikirim dengan hormat
untuk menjadikan periksa
dan guna seperlunya

1

Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
cq. Kabag Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Punrorejo
di
Purworejo

(

1120 199803 2 006

PA,lAi lll[ilARKl
KASUBBAG PEP.ENCANAA!]



IA}ORAI{ NEAUSASI XEM JUA'{ FISIX DAiI XEUAI{GAII

s/D SULAI{ O€SEMAER 2024

It{sPgfoRAT

Prol.an, Iqlatan, d.n
Sub X.sl.t n

Trl.6al

xontal {8Pl

Sl.. Tild.r
(ipl

T.rt

fl.tk
(xt (ont ak {f,p) luml.h {Rp) x

Fisil
%

rl (ET

t 7 3 5 6 7 E 9 10 1t t3 14 15 16 18 19 20 2t 2l
6.01-01 PROGiAM

PENUII"AIIG UiUSAN
?EM€III{TAHAI{
OAERAN

xaauPATIN/xor^

11.818.262.731 156 s88.300 0 0 11.974.851.031 100r.1.178102.194 10.924 4s6.366 s4t|.669 8s5 11.473.726.221 95,E1 100 0

1 6.01.01.2,01 27.r17.2@ 0 0 0 ?7.477.204 21 072.654 244.ssA 1@ 2 900.0@ 24.t72.650 21.4)2.6il 99,1 0100

6.01.01.1.01
.0@1

P.nrlrn.n Dotuh.n
Pa..n..n .n P.nn!k.i

22.141.900 0 0 0 22.141.900 2t 977.&A 164.500 100 ? 9m.0@ 19.077.,rco 2L.971,4N 99,25 0100

19.241.900 0 0 0 19.241,900 O2-i.n.2024

s/d 3!o€r-
2024

t9 07r.4na 164.500 100 t9,a77 @0 19,077.400 99,15 100 0

2-900.000 0 0 0 2.900.000

I
02J.n.2024
s/d 31-rrer.

2074

2 900 000 100 2 900 0@ 2.900.000 100 1m 0

6.01.01.2,01
0@5

Xln.drtxPo

805.000 0 0 0 805.000 100804.500 500 804 500 804.5@ 99,94 100 0

Xlne4a5KP0

805.000 0 0 0 80s.@0 02.J.n.20211

2024

804.500 500 100 804 500 804.500 99,94 i00 0

6.01.01.2.01
.wn

4.370,300 0 0 0 4170.300 4 290 7s0 79.550 100 4.290 750 4.290.750 98,18 100 0

4.370.300 0 0 0 4.170.300 02)an-2421

2024

4.290_75A 79.550 lCrO 4.290 750 4.290.750 98,18 1m 0

0 0 o 0 0

1

O2:Jan-2a2!

s/d 31-oes-

2024

0 0 0 o 0 c

2 6.01.01 2.02 Adhi.lrtr.rl (.u.otan 9.411.1,59.301 0 0 0 9.411.159.301 4 949.500 100 9.135 590.675 4 949 5@ 91rt0.540.175 91,72 1@ 0

5.01.01.2.02
.001

9.406.041.501 0 0 0 9.406 041.501 0 9.406.041.601 100 9.135 590.575 9.135.590.675 097,72 1m

9,406,041.601 0 0 0 9.406 041.601

1

02-1an.2024

s/d:11-Det
2024

0 9.406 041,501 1m 9.r35.590.67s 9.135.s90.575 97,12 100 0

I II L

t
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L
L
L
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?rotrtm, i.tl.bn, drn
96l.al.t n

T.qtal ffi.1
xontr.k lip)

9$ r.,ld.t
(Rpl

l.it

ftdk
(rt x

Flck
%

d KEI

1 2 3 t 6 7 8 9 10 11 t2 16t3 Itl 15 t1 18 t0 21 27 2i
6.01.01.2.02

.0@3

xaua(ansxP0

2.355.800 0 0 0 2.355.800 2 277.7AO 88.100 100 2.271.76 2.277.1@ 96,28 100 0

(.uana.n SKPO

2.365.a00 0 0 0 2 365.800 o2-J.n-2024
5/d 31-De+

2024

2 277.104 E8.r00 100 2-?77.1@ 7.2J1.7@ 96,28 100 0

6.01.01.2.02
.0atts

X.uan0n Akli.l.hun
sl(PD

2.227.9@ 0 o 0 2.227.q0 1002.161_800 46-100 2.181.800 2.181.800 97.91 1m 0

1.227.94O 0 0 0 2.227.9cO 02.irn-2024
s/d!l-D€r-

m24

2181.800 46.100 100 2.18r 800 2.181.800 97,93 100 0

5.01.01.2.(n
.00,

524.000 0 0 o 524.000 490.000 34.000 100 490 000 490.Cr00 93,51 100 0

524.000 0 0 0 524.000 1m02-1.n.2024

s/d 31-D€s-

2024

490.000 34.000 490.@0 490.000 93,51 100 0

3 6.01.01.2.03 I493.600 00 0 I 493 600 I 't49.850 43.7s0 r00 :1.449.850 3.449850 98,75 1m 0

6.01.01.2.Ot

.@01

Nllllk D..oh sl(PD

1.427.400 0 0 0 t.477.&O 1.'t03.050 24.350 100 1.403.050 1.401.050 94,29 1m 0

7.127.400 0 0 0 I 427.400 oH.n.2AZa
s/d 31-oer-

2024

1.{r3.050 10024.350 1.401.050 1.403.050 98,29 100 0

6.01.01.2-OB

.oqr
P.nat u..he.n larant
i,llllk D..rah p.d.
II(PD

2.066.200 0 0 0 2 066.200 2 046.800 19.400 100 2.046 800 2.046.800 99,06 100 0

8.ran! Mlllk D.lrrh
p.d.sXPD

2.056.200 0 0 0 2.066.200 02-l.n-2024

,d 31.oer-
2024

2 045.800 19.400 100 2.046 800 2.046.800 99,06 100 0

6.01.01.2-05 1.516.742.!00 0 0 0 1.616742100 57.8:t1.100 1.558 911.000 100 1.421.814.579 57.8r1.100 L419.645.679 91,52 100 0

6.01.o1-2.06
.0(D5

70.169.s00 0 0 0 70.159.500 6.053.800 64 105.700 100 € 62E.986 6.061800 54.692.785 )1,94 100 0

6,123,900 0 0 0 6.123.900 O2.jan-2A24

s/d 3l-Der-
2014

6 063.800 60.100 100 6.061.800 5.063.800 99,02 r00 0
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kotr.m, l(e3bt n, d.n
tub X.tl.tln TK'

T.ottol Nll.l
Inpl

T..t

ank
0rl

(ontrck (ipl lunlrh {Rp) ,l x
j KET

I 2 7 E 9 l0 11 12 13 14 15t5 1' 18 19 20 2! 22 23
64.045-600 0 0 0 64 045.600

1

02-l.n-202tt
s/d 31-Der-

2024

0 6! 045.600 100 48.6289E6 48.628.985 75,93 100 0

6.01.01.2.()t

.009
!.rd.ert n Tq.. drn
flln!d

1.513.791.600 0 0 0 1.513.791.6,()0 l7 254.600 1.476.s27.000 1@ 1.356 414.s93 37.264 ffi 1.393.719.193 92,07 100 0

37.303.600 0 0 0 37.303.500 02:J.n.20?4

s/d !1-D€s-

zoz4

3t 264.@A 10039.000 17 264 56 37.264.@ 99,9 100 0

1.476.4a6.000 0 0 0 1.476.488.m0

1

02).n-2021
t/d 31-Dee

2024

0 1.476 
'188.000

100 1.356.474.593 L.356.474.591 91,E7 0rc0

6.01.01.2.0t
.0010 l.rund.ha"U nd.q.n

16_550.600 0 0 0 16.s50.600 7 040.750 9.s09.8s0 1m 8 116.0@ 7.040.750 15156.750 91,58 100 0

7.046 600 0 0 0 7 046.600 021.n-2024
s/d 3r-D.r-

2024

7 040.750 5.8s0 100 7.040.750 7.O40.750 99,92 100 0

9.504.000 0 0 0 9.504.000

I
02.r.n-2024
s/d 31-o€r-

2024

0 9 504.000 100 8.116.0m 8.116.0m 85,4 1m 0

6.01.01.2.6
.@11

P...te..n Perund.n6-

16.230.400 0 0 0 16 230.400 7 
'161.9s0

1008 768.450 8 s95.000 7.461.950 15.055.950 98,93 100 0

Slmbing.n Teknis

Pe.aturan Perundrng

1.462.400 0 0 0 1452.404 02J.n-202t1

r/d 31.0€e
2024

7.467.950 450 100 7.461.9fi 7.461.950 99,99 100 0

8.768 000 0 0 0 8 768.000

1

oz)an-2024
s/d 31-Des-

2024

0 8 764.000 100 8 s95.000 6.595.000 98,03 lm 0

5 6.01,01.2.06 252.969.r00 2 799.800 0 0 25s 768.900 164975.450 90.792.450 100 71317.906 154.976.450 236.314.356 92,39 tc0 0

6.01.01.2.06

.0@1

P.nyldl..n Kompon6 8.906.900 0 0 0 I906.900 8.873.300 33.600 100 8.871.100 8.873.300 99.62 1m 0

8.905.900 0 0 8.906.900 02)rn-2024
s/d 31-De3-

2024

8.873.300 33.600 1(E 8.87:1.300 8.871 3@ 99,62 100 0

6.01.0r.2.05
.qm

P.ny6dl.r. Pnd.t.n 14.149.200 0 0 0 14149.200 11.295.tr00 2 854.200 100 11.?9s.0@ 11.295 ()o0 79,83 100 0
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Protr.m, X.tl.t h, dan

Sub Xltl.t n

rarttal
Nll.l

l(o^rrr(8p)
gr. TaraLr

(Rp)

T..t

Ftdl
(x)

rl KEItlsll
%

1 2 3 5 E 9 l0 11 1l 15 15 t1 18 19 20 2! tl
14.149.200 0 0 0 14149.200 02-J.n-202i1

3/d 31-oer-

2024

11295.@0 2 854.200 1@ 11.295.m0 11.295.0@ 19,83 100 0

6.01.01.2.(E
.0003

P..y.dl.an P..alatan 8.169.600 2 799.800 0 0 10.969.trco 10.768.300 201.100 100 10.768 3@ 10.768.300 94,71 100 0

numah Trngga
0 2 799.800 0 0 2 799,800 02-lan-2024

t/d 3l'oet
2024

2 675.000 124.800 100 2.575 0@ 2.675.0@ 95,54 1m 0

8.169.600 0 0 0 8 159.600 02.1.n-202rt

s/d31-Dee
2024

8 093.300 76.300 1m 8-093 300 8.09r.300 99,07 100 0

6.01.01.2.l)6
.oqra

49.635,600 0 0 0 49 635.500 49 630.500 5,100 100 49.630.500 49.610.5m 99,99 100 0

49,635,600 0 0 0 49 535.600 0z.rrn-2024
s/d tl-Dee

2024

49 630.500 5.100 100 49.530 500 49.630.500 99,99 100 0

6.01.01.2.06
.0@5

20.436.000 0 0 0 20435.000 20 089.@0 1.t7.000 100 20.089.0@ 20.089.000 98,3 100 0

20.4t6.000 0 0 0 20435.0O0 02n.n-2024
3/d 31-Des-

2024

20 0E9.000 147.000 100 20.089.000 20.089.000 98,3 100 0

6.01.0r.2.06
.0@6 4....n lhn P.r.hrr.n

?.ru hq-undihtan

1,332,000 0 0 0 1132.@0 r.320.000 12.000 100 1.320.0@ 1.320.@0 100 0

8rcaan d6n Peratu.an
1.332.000 0 0 0 1.332.000 02lrn-2024

s/d 31-D€r-

2024

I 320.@0 12.000 100 1320 000 1 320.@0 100 0

6.01.01.2.06

.w7
1S.540.000 0 0 0 19.s40.m0 19 145.200 193.800 to0 19.146.200 19146.200 97,98 100 0

r9.540.000 0 0 0 19 540.000 Az)an-2021
s/d 31-Des-

2024

19.145.200 393.800 100 19.146 200 19 146 2m 91,94 r00 0

I
6.01.01.2.05
0@8

i.tlllt rl Xunjunarn 16.165.000 0 0 0 16.165 @O 16.151.@0 4.000 1@ 16.161.0@ 16.151000 99,98 100 0

16.165_000 0 0 0 16155 000 02lln-2024
s/d 31-t€s-

2024

16 161.000 4 000 100 16.161.000 16.161.000 99,94 100 0

6.01.01,2.(r5

.0@9
P.ny.Lott.ra.n iapat

lonrultart s(Pg

95.598.400 0 0 0 9s 598.1rc0 l0 m9,100 a4 789.300 100 70 017.906 10.809 1@ 80 847.006 44,57 100 0

12,151,600 0 0 0 12151.500 02.Jrn-2024

s/d 31-oes-
2024

10 809.100 1.142.500 100 10.809 1@ 10.809.100 88,95 100 0

81.1146.800 0 0 8l 445.800

1

02r.n-2024
s/d 31-Des-

2024

0 8r ,145.800 100 70 037.906 70.037.906 83,93 100 0c

I
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Rcallsasl ue
Ang8.r.n Belanls

XeuantSn
tr
an

No. Rak.
Program, KcSlatan, den

Sub Xerl8trn
Pakct Pekerrtan

Op€rid Modal
Itd
ak ,lumlah

Sumber Dana
Mltode

Pentadaan
Penycdla

Jaia

Tanttal
Pelakanae
n l(ontrak

Nllel

xontrak (np)
Slaa T.nd.r

{Rpl

Targ

st
Flslk

(%) Adm. (Rp| (ontrak (Rpl ,uml.h {Rpl

Fislk

%

si

Fis

ik

trEI

I 2 3 4 5 6 7 9 10 11 L2 13 L4 15 16 77 18 19 a) 2L 23

.0010
Panatau3!haan Arulp
Dlnam13 pada SI(PO

17.303.60C c 0 c 17.303.60C 15.rt40.O50 1.863.550 10c 1.300.0@ 15.440.05C 16.740.050 96,74 100 c

Penatausahaan Arsip
Dlnamls pada SKPD

16.003.60C c U c 16.003.60C Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

e-Purchasing

s/d 3l-Des-
2024

15.440.050 553.5sC 100 15.440.05C 15.440.050 95,48 1m c

Pak€t Swakelola

Penatausahaan Arsip
Dinamls pada SKPD

1.300.000 0 0 c 1.300.00c Oena Transfer

Umum-Dana

Alokasl Umum

Swak€lola Tipe

1 s/d 31-Des-

2024

0 1.300.00c 100 1.300.000 1.300.000 10c 100 0

.0011
Dukuntan Pelak{naan

Barbarl, Elekt.onlk
p.da SXPO

1.732.800 c 0 c 1.732.80C 1.444.000 288.80C 100 1.444.000 1.444.000 83,33 1m 0

Oukungan

Pelaksanean Sistem

Pemerlntahan

Berbasls Elektronik
pada SKPO

1.732.800 c 0 c 1.732.80C oana Transfer

Umum-0ana
Alokasl Umum

e-Purchasing

s/d 31-Des-

2024

r.444.000 288.800 100 1.444.0m 1.444.0m 83,33 100 0

6 Pantada.n B.rrn3
Mllik D..rah
Panunlani Urusan
P€merlnt h O.arrh

0 1'14.080.0O0 0 0 144.080.00c 114.750.m0 29,330.000 100 114.3s0.000 114.3s0.000 79,37 10c 0

.0005
Pengada.n Mebel 0 4.344.5m 0 0 4.344.500 3.950.000 394.500 100 3.9s0.000 3.9s0.000 90,92 10c 0

Pengadaan Mebel 4.344.500 0 4.3i14.500 D8na Transfer

Umum-0ana
Alokasi Umum

e-PurchasinB 02-t.n-2O24
s/d 3l-Des-

2024

3,950.000 394.s00 100 3.950.0@ 3.9s0.000 90,92 010c

.0@6
Pangadaen Paralatan

dan MGln Lainny,
c 121.1 13.800 c 0 121.113.800 93.000.000 28.113.800 100 93.000.000 93.000.000 76,79 10c 0

Pengadaan Per.latan

dan Mesln Lainnya
(Belanja Modal)

c 121.1 13.800 c 0 121.113.800 Dana Transfer

Umum-Dana
Alokasl Umum

e-Pufchasing 02-tan-2024

s/d 3l-Des-

2024

93.000.000 28.113.800 100 93.000.000 93.000.0m 16,79 1m 0

.0010
Pangadaan Saranr dan
Pra5arana Gedun3
l(.ntor atau Eentunan
Lainnya

c 18.621.700 0 0 18.621.700 17.800.000 821.70C 100 17.400,@0 17.400.000 93,44 10c 0

Pengadaan Sarana

dan PrasSrana

Gedung Kantor etau
Bangunan Lainnya

lccw)

0 9.120.600 0 0 9.120.600 Dana Transfer

Umum-Dsna
Alokasi Umum

e-Purchasing

s/d 3l-Des-

2024

8.900.000 220.60C 100 8.900.00c 8.900.@ 97,58 10c 0

Pengadaan Sarsna

dan Prasarana

Gedung Kantor atau
Bangunan [ainnya
(Belania Modal)

0 9.s01.10c 0 c 9.501.100 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

e-Purchasing

s/d 3l-Des-

2024

8.9@.@0 100601.10C 8.500.00c 8.500.000 89,4€ 10c 0

1 6.01.01.2.Ot Panyedl.sn Jats
Pcnunlant Uru3an

Plmedntehan Darrah

163.555.430 9.708.50C 0 c 173.263.930 712.582.766 60.541.164 100 151.008.490 9.708.50C 160.716.990 92,76 10c 0

.oqr1
Pcnyedlaan Jase 9urat
Menyurat

150.000 0 0 c 1s0.000 142.000 1008.00c 142.m0 142.000 94,61 10c 0

Penyedlaan Jasa Surat
Menyurat

150.000 0 0 c 150.000 Oana Transfer

Umum-0ana
Alokasl umum

Swakelola Tipe
1 s/d 3l-Des-

2024

142.000 1008.O00 142.@0 142.000 94,67 10c 0
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Protr.m, I.tl.t:q d.n
sub Xltlrt n ttd IT

Tm.l.l
Nfl.l

xontr.k lip)
Slta T.o&r

{Rpl

tra

flslt
(r.)

^dm. 
(ipl xontiik (f,p) % x

.l
rb

(Er

1 2 :l 4 5 7 I 9 10 \2 13 14 15 15 t7 2o 21 22 2a
5,01.01.2.1t4

.002
O.y: Alr dan Uttrlt

115.371.156 9 708 500 0 0 12s.079.656 112 540.766 12 53E.890 100 707 A)2.2$ 9.708 500 112.s40.766 89,98 100 0

111.406155 0 0 0 113 406.156

I
Tirta

02-ian-2024

s/d 31-Der-

2024

112 540.766 865.190 100 100.867,266 100.867 266 88,94 100 0

i.rhgrn Llirrik
1.965.000 1 955.000

2

02ran-2024
s/d 31-D.5-

zo24

1965.000 100 I 965.000 1.965.0@ 100 100 0

Dlya Ll.klk
0 9 706.500 0 0 9 708.500

Lanisqnt
021.n-202t1

s/d 31-oei-
2024

9 708.500 100 9.708.5m 9.708.5@ 100 100 0

6.01.01.2.r,!
.064

4A.O!4.214 0 0 0 44.434.274 0 4A.034.274 100 48 014.224 4X.A!4.224 100 100 0

44.o34.274 0 0 0 48.034.274

I
02-r.n-1024
r/d 31-De!-

2024

0 48.034.274 100 48 034.224 48.034.224 100 100 0

I 6.01.01.2_0!t

irlli* D..rah

P.n.rlnbh.n O..r.h

343.025.000 0 0 343.026.000 311035.521 11989.479 100 141804.716 169.231,805 311.036.521 90,61 100 o

6.01.01.2_0e

-0@1

?..d.narn oln.t .u

41.960,000 0 0 0 4l 960.m0 217 .Ot7 16155.983 100 27.794.017 77,194.077 61,21 100 0

.tau (and.raan Olnas

4t.960.O00 0 0 0 43.960.000 02)a^-7424
5/d 31-oes

2024

21.194.0t7 16165.983 100 2r.t940t7 21.194.0t7 63,24 100 0

6,01.o1.2.09

,0002
81.710.000 0 0 0 81.710.@0 7! 974.748 9.135.212 1m 17.914 ?Aa 71.974.788 84,09 100 0

8r.710.000 0 0 0 81 710,000 02lrn-202i1
s/d 3r-De!-

2024

1!.974.7AA 9.735-212 100 77.974.7AA 77.974.748 88,09 100 0

6.01.01.2_09

.0@6
48.4@.000 0 0 0 48 4@.000 47 868.000 532.000 100 47.468.000 47 868.@0 98,9 100 0
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Rar.

a

kotr.m, r.3l.t n, d.n
5ub X.sl.trn TId

Trn|8al
Nll.l

xontr.k lipl {Rol

I.rt

{xl
adm. (Rpl .luml.h (Rp) x

Flsrk

%

KET

1 6 , 8 9 lo l1 13 l4 15 1E l9 20 2l 22 21
48.400.000 0 0 0 48 400.000 02J.n-2024

s/d 31-oes-

2024

a7 868.m0 532.000 100 47.668.000 47.858.0@ 98,9 100 0

6.01.0r.2.09

.000r,

?.m.llh.?i.n/i.h.blll
t .i c.duq l(lntor d.r

141_911.000 0 0 0 1a1.911.@0 141804.715 to6.2u 100 141.80t.716 141.804.716 99,93 100 0

T
Pemelth.raan/Rch.bir 141.911.000 0 0 0 141.911.000

I
021!n.2024
r/d 31-0et

2024

14! 8&1.716 105.284 100 14180,{.716 141.804.715 99,93 1m 0

6.qLO1.:.09
.@10

P.m.llh.r..n/i.h.bill

i.nto. rLu 8.rur!..

27.045,000 0 0 0 27 045.000 21.595.@0 s 450.@0 100 2159s 000 ,1 59S oato 79,85 1@ 0

P!mellh.r..n/i.hrbil

N.ntor atau Ban3rnan

27,045,000 0 0 0 27 045.000 02r.n.2024
s/d 3r-Der-

2024

21595.m0 5 450.000 100 21,595.000 21.595.0@ 79,85 100 0

6-01.O2 PROGiAM PEI{YtI'NGGARAAI{ 1.735.052.766 0 0 0 1.73s.052.756 177 380.100 l.ss1 .612.66 1@ t.273 420.221 177lAO 1o0 1.450.800.321 33,62 1@ 0

9 6.01.02.2.01 7.414.252.276 0 0 0 t.414.25?.216 1.284109.866 100 1.O5n 568 la4 150142.350 1.204.710.734 u 1m 0

6.01.02.2.01
.0(re1

213.29s.400 0 0 0 23r 295.400 77 710.950 205 584,450 100 135.412.790 2f.71o.9fi 163.r.23.740 69,92 100 0

31.589.100 0 0 0 33 589.100 o2). -2021

zo24

27 710_950 5 878.1s0 100 27.710950 21.7tO.9* 82,s 100 0

199.706.300 0 0 0 199 706.300

I
02-J.n-202i1
s/d 31-Der-

2024

0 100 135 412.790 135.412 790 61,41 01m

6.01.02.2_01

.0@2
Pang:w..!n K.uaatan 21s.615.200 0 0 0 21s.616.200 17 149.550 198.466 650 100 t94 407.130 17,149.550 211.556.6E0 98.12 100 0

Keuantan Peme.lntah
17,611.700 0 0 0 17.61r.7@ A2)a .2424

s/d 31-0e3-

2024

17.149.550 100,162.1s0 17.149.550 17.149.550 91.38 100 0

X.uantin Pemerlnrah

198.0o4.500 0 0 0 198.004.500

1

o216n-7A71
3/d 31'oes-

2024

0 198 m4.500 100 194 407.1t0 194.407 130 98,18 100 0

6.01.02.2.01
.0@3

i.viu Lrporan Xlmrja 20.896.s00 0 0 0 20 896.500 I 205.300 10019 691.200 19.618.500 1.205 3@ 20.823.800 99,55 100 0

1.210.300 0 0 0 1210.300 02)an-2024
s/d 31-oer-

2074

1.205.300 5.000 100 1.20s 300 1.205.300 99,59 100 0

Patet Swakelol, R.viu 19.686.200 0 0 0 19.686.200

1

02.r.n-2024
3/d 31-oer-

7024

0 19 6E6.200 1@ 19 6r8.500 19.618.500 99,56 100 0

6.01.02.2.01
.txt,.

r01.l:X.200 0 0 0 101.134.200 8 011.2s0 93122.9s0 100 91 0A5 otx) 8.011.250 99.096.250 91,98 100 0

9,983.200 0 0 0 9.983.200 02-lrn-2024
s/d 31-06-

2024

8.011.250 1971.9s0 100 8.0r1.250 8.011.250 80,25 100 0
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Reallsasl 9e
Anggaran BelanJa

K€uangtn
TT

an

Nor Rak.
Protram, Kegiatan, dan

Sub Xegiatan
Paket Pekedaan

Opararl Modal
no
ak ,umlah

Sumber Dana
Metode

PenEadaa n
Penyedla

Jara

T.nttal
Pelaksanaa

n Xontrak

Nllal
Kontrak (Rp)

Sl6a T€lrdcr
(Rpl

Targ

et
Fl3lk

(%I Adm. (np) (ontrak (Rpl Jumhh {Rp} Yo

FIslk

%

sl

Fls

tk

KET

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 72 13 t4 l5 15 L7 18 19 z0 2L 22 2l
Paket Swakelola Reviu

Laporan Keuangan

91.151.00C 0 0 91.151.m0 Dana Transfer
Umum-Dana

Alokasl Umum

Swakelola Tipe

I s/d 3l-Des-

2024

0 91.151.000 100 91.085.000 91.085.000 99,93 100 0

.0@5
Pengawatan DG3a 309.468,216 0 0 0 309.458.216 11.071.750 298.396.466 100 246.471.8L7 11.071.75C 257.545.561 10c83,22 0

Pengawasan Desa 11.386.70C c 0 11.386_700 0ana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

e-Purchasing

s/d 3l-Des-

2024

rt.077.75A 314.950 100 LL.O71,.750 11.071.750 97,23 10c 0

Ptk€t Swakelola

Pengawasan Desr
298.081.516 0 ! 0 298.081.516 Dana Transfer

Umum-Oana

Alokasl umum

Swakelola Tipe

1 s/d 31-Des-

2024

0 298.081.515 100 246.473.817 246.473.817 82,69 10t 0

.0006
K.ria 9ema
Pen8awasan lnternal

37.75L.40C 0 0 0 37.751.&0 10010.958.9s0 26.792.450 23.381.400 10.9s8.9s0 34.340.350 90,96 100 0

Kerja Sama

Pengawasan lnternal
11.090.40C 0 0 11.090.r100 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasl Umum

e-Purchasing

s/d 31-D€s-

2024

10.958.9sC 131.4s0 100 10.9s8.9s0 10.958.950 98,81 100 0

Paket swakeloa Kerja

Sama Pengawasan

lnternal

26.561.00C 0 0 0 26.661.000 Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

Swakelola Tipe
1 s/d 31-Des-

2024

c 26.561.000 100 23.381.400 23.381.400 87,7 100 0

6.OL.02.2.0t
.0007

Monitorint dan
Evalua3l Tlndak Lanjut

nl dan Tlndak Lsn ut
Hssil Pamarik3aln APIP

5 0 0 516.090.300 74.034.60C 442.055.700 100 344.189.753 74.034.500 4t8.224.353 81,04 100 0

Monitoring dan

Evaluasl Tlndak Lanjut
Hasll Pemeriksaan
gPK Rl dan Tindak
l-anjut Hasll

Pemeriksaan APIP

76.4t6.700 0 0 76.4L6.700 Dana Transfer

Umum-Dana
Alokasi Umum

e-Purchasing

s/d 31-Des-

2024

74.034.600 2.382.100 100 74,034.6@ 74.034.50C 96,88 100 c

Paket Swakelola

Monitorlng dan

Evaluasl Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan

BPK Rl dan Tindak

Lan.,ut Hasil

Pemeriksaan APIP

439.573.600 0 c 439.673.60C Dana Transfer

Umum-Dana

Alokasi Umum

Swakelola Tipe

1 s/d 3l-D€s-

2024

439.673.600 100 344.189.753 344.189.753 7a,28 100 0

10 Penyelcnlgaratn
Pentawassn dontan
fuiuan Tsrtentu

300.800.s5c 0 0 300.8ff).55C 27.237.750 273.552.800 10c 218.851.837 27.237.750 246.089.587 81,81 100 0

.0001

Panantanan

PenyelGsalan Karuglan
Nagars/Daerah

s2.884.9sC 0 c 0 52.884.9sC 6.7t3.700 46.17r.250 100 29.824.6@ 6.713.700 36.s38.3m 69,09 100 0

Penanganan

Penyelesaian

Kerugian

Nesara/Daerah

8.699.700 c 0 8.699.700 Dana Transfer
lJmum-Dena

Alokasi Umum

e-Purchasing 02-Jan-2024

s/d 31-Des-

2024

6.713.700 1.986.000 10c 6.713.7@ 6.713.700 77,17 100 0

Paket Swakelola
Penanganan

Penyelesaian

Kerugian

Necara/Daerah

44.185.250 0 0 0 44.185.250 Dana Transfer

Umum-Oana
Alokasi Umum

Swakelola Tipe

l s/d 31-Des-

2024

44.185.2s0 100 29.824.50C 29.824.600 67,5 100 0
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Tld

T.rytal
t{0.t

(6,rmt (rpl IRD}

T.rt

rHt
txt

kogr.h, x€8l.hn, d.n

Adm. (Rp) xonElk {8pl ruml.hlRpl %

.l €T(!k.

5 8 10 ll, 13 l4 15 l6 l73 l8 t9 20 77 22 2it1 2
247.915,600 0 0 0 247.915.500 227 39r.5s0 1oo ]a9.A27.237 20 524.050 209.5st.241 84,53 1m 06-t1.O2.2.02

.0!re2
0 0 0 22.054.m022.054.000 02-J.n.2024

5/d 31-o€.-

2024

20 524.050 I 529.9s0 100 20 524 0s0 20.524.050 93,06 1m 0

0 0 0 22s.861.600225.861600
I

02-1rn-202i1

s/d 3r-oei-
2024

0 22s 861.600 100 1E9.027.237 t49.a27.211 83,69 100 0

1.44s.655.100 0 0 0 1.4!5 655.100 229 226.lAA 1.216.439.000 100 1.09a.744.995 779.226 LOO 1.327 97r..095 91,46 100 06.01.0t PSOCnAM PETUMIJSAN XESUAl(aN,
0 0 081.396.700 81.396.700 23 165.7s0 58 230.9s0 100 45.427.500t'.runu..n x.ul.l.r

Ltnlr dl gd.r!3

Fr{lltlil P.nirrxaa.n

23.165 750 68 591.2s0 44.27 100 011 6.01.03.2.01

72.356.sAO 0 72 355.500 14 276,000 58 oAO,S00 1@P.run6.. &bq.r.tr
r.tnE dl lidan3

45.427.5@ t4.2t6.M 59.703.500 82,51 1m 05.01.0t.2.01
,0001

0 0 0 14.321.200

I€knis dl Sldan!

14.321.200 02-l.n-202/t
r/d 3l-Des-

2024

14.276,@O 45.200 100 14.276.000 14.276.000 99,68 lm 0

T.khirdlBldaq

58.035.300 0 0 0 58.015,300

I
O2.). .2024

s/d 31-Det
2024

58 035.300 100 /t! a27.5m 45,471,5@ 18,28 lm 0

0 0 0 9.0t0.2009.040.200 8.8A9.7s0 150.4s0 1@ 8.889 750P..smunn x.blrtkan
T.knh dl lidant
F.3lllt .l Pcnlaratrn

6.889.750 98,34 100 06.01.08.2.01
.0@2

9.0,{o.200 0 0 0 9 C40.200

T€knisdlBldanS

02-rrn-2024

i/d 3l-D€s.
2024

8 889.750 150.450 1oo 8.889 750 8.889.750 98,34 lm 0

0 0 0

Taknisdl8ldang
7

O2-!.n-2424

5/d 31'tui-
2024

0 0 0 0 0 00

1.364.268.400 0 0 0 1.364 258.400 206 050.350 1.158 208.0s0 100 1.053117.495 206.060:t5o 92,31 012 6.01,03.2,02 1259.117.U5 100

0 0 0 10 557.10010.557.100 2 188.8s0 8 364.2s0 100 5.340.000

P.mlrlnt h.n D..r.h

2.188 650 7.528.850 77,32 100 06.01.03.2.02
.0@1

3.207.100 0 0 0 3.207.100 02.Jan-2024

2024

2 188,850 1.018.2s0 1Cro 2.188 850 2.188.a50 68,25 100 0

0 0 0 7 350.m0

P.me nt.hen oaerah

7.350.000

I
02-1..-2024
5/d 31-oe5-

2024

0 7 350.000 100 5.340.0@ 5.340.m0 72,65 1m 0

0 0 0 366115.500366.115.600 57 971.850 308143.750 1m 290.194.1?66.01.03.2.o2

.0@2

57.971 850 95,1 r00 0
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PENGHARGAAN 

 

Pada Tahun 2024  Inspektorat Kabupaten Purworejo menerima satu 

penghargaan dari Kabupaten Purworejo yaitu Sebagai Perangkat Daerah Dengan 

Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Terbaik. Kriteria penilaiannya adalah 

capaian indicator kinerja, deviasi realisasi dan target keuangan paling sedikit 

serta akurasi realisasi keuangan terhdap LRA pada aplikasi Simkeuda. 

Penghargaan ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Renja 

Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Oktober 2024 bertempat 

di Demaji Ekopark Kabupaten Purworejo. 

Penghargaan ini walaupun bersifat Non Formal hanya pada tingkat Kabupaten 

Purworejo namun merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten 

Purworejo ke seluruh Perangkat Daerah agar lebih meningkatkan kinerjanya.  

Penghargaan ini disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo 

dan diterima oleh Inspaktur Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini diwakili oleh 

Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purworejo. 

Dokumentasi atas pemberian penghargaan ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 


